
SALINAN 

 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 
PROVINSI ICALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 
NOMOR 67 TAHUN 2022 

TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penerapan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah dalam rangka mendukung 

pencapaian tujuan pemerintahan daerah, diperlukan 

pedoman pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Kotawaringin Barat; 

b. bahwa Pedoman Pengelolaan Risiko menjadi acuan bagi 

pejabat/ seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Kotawaringin Barat untuk melakukan 

pengelolaan risiko; 

c. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Deputi Bidang 

Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 4 

Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada 

Pemerintah Daerah, maka kebijakan pengaturan 

penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah 

disusun dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah; 

d_ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat; 



Mengingat 
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1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 

1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 287 Tahun 1999 tentang 

Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas dani 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 
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7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik IndonesiaTahun 2015, Nomor 2036), 

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20158 

Nomor 157); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2020, Nomor 

1781); 

11. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan 

Keuangan Daerah Nomor 04 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Pengelolaan Risiko. 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin 

Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 

Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
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Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 

Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kotawaringin BaratTahun 2019 Nomor 10, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 

Nomor 98); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BU PATI TENTANG PEDOMAN 

PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Kabupaten ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Kabupaten adalah Kabupaten Kotawaringin Barat. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah. 

5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten 

Kotawaringin Barat. 
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6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya 

disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang 

diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan 

pemerintah daerah. 

7. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah 

bertanggung jawab melaksanakan unit kerja yang 

pengelolaan risiko. 

8. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas 

memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di 

lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah. 

9. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam 

pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat 

Daerah. 

10. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan 

pengendalian yang sudah ada. 

11. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko 

yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi 

kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk 

menetapkan level atau status risikonya. 

12. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, 

kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi 

sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian 

tujuan. 

13. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat 

RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang 

akan dilakukan oleh Perangkat Daerah. 

14. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan 

untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, 

atau norma yang telah ditetapkan. 

15. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau 

prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau 

yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu 

kegiatan dalam mencapai tujuan. 

16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen 

Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 
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17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah 

Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 

(lima) tahun. 

18. Kebijakan Umum Angggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen 

yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk 

periode 1 (satu) tahun. 

19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya 

disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan 

patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada 

Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan 

dalam penyusunan RKA- Perangkat Daerah sebelum 

disepakati dengan Dewan Perangkat Rakyat Daerah. 

20. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah 

dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi 

rencana pendapatan, rencana belanja program dan 

kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan 

sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk: 

a. Sebagai acuan yang bersifat umum bagi pengembangan 

kebijakan, struktur, dan fungsi mengelola risiko. 

b. Sebagai sistem dan prosedur yang terkait dengan 

pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Kotawaringin Barat. 
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Pasal 3 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk 

memberikan panduan bagi Organisasi Pemerintah Daerah di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam 

mengelola risiko, mulai dan i risiko strategis OPD dan risiko 

kegiatan (operasional) OPD. 

BAB III 

RUANG LINGKUP 

Pasal 4 

Dalam Peraturan Bupati ini meliputi : 

a. Pengelolaan Risiko 

b. Pelaporan 

c. Ketentuan Penutup 

BAB IV 

PENGELOLAAN RISIKO 

Pasal 5 

(1) Pengelolaan risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas: 

a. tujuan strategis pemerintahan daerah; 

b. tujuan strategis organisasi Perangkat Daerah; dan 

c. tujuan pada tingkatan kegiatannya. 

(2) Pengelolaan risiko dilakukan melalui: 

a. pengembangan Budaya Sadar Risiko; 

b. pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko; dan 

c. penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko. 

Bagian Kesatu 

Pengembangan Budaya Sadar Risiko 

Pasal 6 

(1) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai 

dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah. 

(2) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: 
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a. sosialisasi pemahaman risiko kepada setiap pegawai di 

seluruh Perangkat Daerah. 

b. internalisasi pengelolaan risiko dalam setiap proses 

pengambilan keputusan di seluruh tingkatan Perangkat 

Daerah; dan 

c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang 

mendukung penciptaan Budaya Sadar Risiko. 

(3) Bentuk pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) berupa: 

a. pertimbangan risiko dalam setiap pengambilan 

keputusan; 

b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya manajemen risiko; 

c. penghargaan terhadap pengelolaan risiko yang baik; dan 

d. pengintegrasian manajemen risiko dalam proses 

organisasi. 

Bagian Kedua 

Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko 

Pasal 7 

(1) Dalam melakukan pengelolaan risiko dibentuk Struktur 

Pengelolaan Risiko, yang terdiri atas: 

a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko; 

b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan 

pengelolaan risiko Pemerintah Daerah; 

c. Bupati dan pimpinan Perangkat Daerah/unit kerja 

sebagai UPR; 

d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan; dan 

e. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab 

pengawasan. 

(2) Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang 

menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah 

Daerah. 

(3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan 

pengelolaan risiko Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang 

mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan 

Pemerintah Daerah. 
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(4) Bupati dan pimpinan Perangkat Daerah/unit kerja sebagai 

UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di 

lingkup kerjanya. 

(5) Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau 

pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan 

Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah. 

(6) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang 

memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan 

pengelolaan risiko Pemerintah Daerah. 

Pasal 8 

(1) Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko Pemerintah 

Daerah, Kabupaten membentuk Komite Pengelolaan Risiko. 

(2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri atas: 

a. Kepala Daerah sebagai ketua; 

b. Kepala Bappeda sebagai koordinator merangkap 

anggota; 

c. Kepala Perangkat Daerah/unit kerja sebagai anggota. 

Pasal 9 

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 memiliki tugas: 

a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko 

Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, 

supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan 

Pemerintah Daerah; dan 

b. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan 

pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada 

Bupati cq. Sekretaris Daerah. 

Pasal 10 

UPR sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) terdiri atas: 

a. UPR Tingkat Pemerintah Daerah; 

b. UPR Tingkat Eselon II; dan 

• 
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c. UPR Tingkat Eselon III dan IV. 

Pasal 11 

(1) UPR Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 9 ayat (1) memiliki tugas: 

a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat 

Pemerintah Daerah; 

b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat 

Pemerintah Daerah; 

c. melakukan identifikasi dan analis risiko terhadap 

pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah 

Daerah; 

d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan 

risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan 

e. menatausahakan proses pengelolaan risiko. 

(2) UPR Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam pasal 

9 ayat (2) memiliki tugas: 

a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat unit 

eselon II pada Perangkat Daerah/unit kerja masing-

masing; 

b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat 

unit eselon II pada Perangkat Daerah/unit kerja masing-

masing; 

c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap 

pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat 

Daerah/unit kerja; 

d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan 

risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan 

e. menatausahakan proses pengelolaan risiko. 

(3) UPR Tingkat Eselon III dan IV sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 10 ayat (3) memiliki tugas: 

a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap 

pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan; 

b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko 

hasil identifikasi dan analisis risiko; dan 

c. menatausahakan proses pengelolaan risiko. 
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Bagian Ketiga 

Pasal 12 

(1) Proses pengelolaan risiko meliputi: 

a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian; 

b. penilaian risiko; 

c. kegiatan pengendalian; 

d. informasi dan komunikasi; dan 

e. pemantauan. 

(2) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan. 

(3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun. 

(4) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses 

manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya 

organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis 

organisasi. 

Paragraf Kesatu 

Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian 

Pasal 13 

(1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian 

diperlukan untuk menentukan rencana penguatan 

lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan 

Budaya Sadar Risiko dan pengelolaan risiko. 

(2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan 

pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara 

mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub 

unsur lingkungan pengendalian intern. 

Paragraf Kedua 

Penilaian Risiko 

Pasal 14 

(1) Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko 

yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi 

pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko 

yang diperlukan untuk memperkecil risiko 
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(2) Penilaian risiko dilakukan atas: 

a. tujuan strategis Pemerintah Daerah; 

b. tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah/unit kerja; 

dan 

c. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah /unit 

kerja. 

(3) Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemda sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan 

dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah 

diselesaikannya RPJMD. 

(4) Penilaian risiko atas tujuan strategis (entitas) Perangkat 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan 

renstra Perangkat Daerah atau segera setelah 

diselesaikannya renstra Perangkat Daerah. 

(5) Penilaian risiko atas tujuan operasional (kegiatan) 

Perangkat Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf c, dilaksanakan bersamaan dengan proses 

penyusunan RKA Perangkat Daerah atau segera setelah 

diselesaikannya RKA Perangkat Daerah. 

(6) Proses penilaian risiko meliputi: 

a. penetapan konteks/ tujuan; 

b. identifikasi risiko; dan 

c. analisis risiko. 

Paragraf Ketiga 

Kegiatan Pengendalian 

Pasal 15 

(1) Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk 

mengimplementasikan rencana tindak pengendalian RTP. 

(2) Implementasi RTP meliputi kegiatan: 

a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara 

lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan 

b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian. 
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Paragraf Keempat 

Informasi dan Komunikasi 

Pasal 16 

(1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan 

telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang 

efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko yaitu: 

a. sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian; 

b. proses penilaian risiko; dan 

c. pelaksanaan kegiatan pengendalian. 

(2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan 

sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam 

melakukan pengelolaan risiko. 

Paragraf Kelima 

Pemantauan 

Pasal 17 

(1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa 

pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan 

ketentuan. 

(2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang 

mulai dan i Bupati, Kepala Perangkat Daerah (Pejabat 

Eselon II), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon 

III), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) 

sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. 

(3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko Pemerintah 

Daerah oleh Kabupaten dapat didelegasikan kepada Unit 

Kepatuhan. 

(4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat 

dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab 

pengawasan pengelolaan risiko meliputi: 

a. audit; 

b. reviu; 

C. pemantauan; 

d. evaluasi; dan 

e. pengawasan lainnya. 



sebagaimana dimaksud pada 

berupa dokumen penilaian 

risiko oleh UPR sebagaimana 

huruf b dilakukan secara 

risiko oleh UPR sebagaimana 

-14- 

Pasal 18 

Proses Pengelolaan Resiko sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dan i Peraturan Bupati mi. 

BAB III 

PELAPORAN 

Pasal 19 

(1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan 

risiko, pemerintah daerah menyusun laporan pengelolaan 

risiko. 

(2) Laporan pengelolaan risiko meliputi : 

a. laporan pelaksanaan penilaian risiko; 

b. laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR; dan 

c. laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan 

Internal. 

(3) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a, disusun setelah dilakukan penilaian risiko 

yang terdiri dan: 

a. penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah; 

b. penilaian risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah/ unit 

kerja; dan 

c. penilaian risiko operasional Perangkat Daerah. 

(4) Laporan pelaksanaan risiko dibuat oleh UPR. 

(5) Laporan pelaksanaan risiko 

ayat (2) huruf a dapat 

risiko/dokumen RTP. 

(6) Laporan berkala pengelolaan 

dimaksud pada ayat (2) 

triwulanan dan tahunan. 

(7) Laporan berkala pengelolaan 

dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas 

Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah 

Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat 

Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah 

dikoordinasikan oleh UPR Tingkat Eselon II. 
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(8) Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan internal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara 
triwulanan dan tahunan. 

Pasal 20 

(1) Laporan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 
ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati dengan 
tembusan Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan Internal. 

(2) Laporan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam pasa 19 
ayat (2) huruf c disampaikan kepada Bupati dengan tembusan 
Sekretaris Daerah. 

(3) Contoh format pelaporam sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 
tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dan i Peraturan Bupati mi. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 20 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat. 

Ditetapkan di Pangkalan Bun 
pada tanggal 2 Agustus 2022 

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

ttd 

ANANG DIRJO 

Diundangkan di Pangkalan Bun 
pada tanggal 3 Agustus 2022 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, 

ttd 

SUYANTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 67 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

BAMBANG WAHYUSUF, SH 
NIP. 19760904 200501 1 010 
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BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga pasal 13 

ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian 

risiko; dan 

2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan 

Pedoman Pengelolaan Risiko. 

B. Tujuan Penyusunan Pedoman 

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam : 

1. mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan 

Pemerintah Daerah; 

2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta 

memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintahan 

Daerah. 
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BAB II KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO 

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan 

pengendalian intern, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan 

pengelolaan risiko dengan mempertimbangkan aspek biaya manfaat (cost and 

benefit), kejelasan 'criteria dan metodologi penilaian risiko, struktur pengelola 

risiko, perkembangan teknologi informasi, serta dilakukan secara 

komprehensif atas tujuan strategis Pemerintah Daerah maupun kegiatan 

utama Perangkat Daerah. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan risiko perlu 

ditetapkan sebagai bentuk penegasan sistem pengelolaan risiko yang akan 

diterapkan sekaligus sarana untuk membangun Budaya Sadar Risiko. Dalam 

rangka pengendalian intern yang konsisten dan berkelanjutan perlu dibuat 

kebijakan pengaturan Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah 

Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Kabupaten mi. Adapun kebijakan 

pengaturan penyelenggaraan pengelolaan risiko di lingkup Pemerintah 

Daerah, meliputi : 

A. Penetapan Konteks Pengelolaan Risiko 

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan 

strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah, 

dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) Perangkat Daerah. 

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah. 

Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan 

mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis 

Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat 

Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati bersama Wakil Bupati , 

dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku UPR Tingkat Pemerintah 

Daerah di bawah koordinasi Sekretariat Daerah. 

2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah. 

Pengelolaan Risiko Strategis Perangkat Daerah bertujuan 

mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis 

Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis 

Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). 
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Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-

masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, 

sebagai UPR Tingkat Eselon II dan UPR Tingkat Eselon III dan IV. 

3. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah 

Pengelolaan risiko operasioal Perangkat Daerah bertujuan 

mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran 

operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam 

dokumen perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah, seperti : 

Penetapan Kinerja Perangkat Daerah (Perkin), dan Rencana Kerja 

Perangkat Daerah (Renja dan/atau RKPD). Pengelolaan risiko strategis 

dan operasional tingkat Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-

masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, 

dibantu sebagai UPR Tingkat Eselon II dan UPR Tingkat Eselon III dan 

IV. 

Koordinator teknis pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah 

dilakukan oleh Sekretaris Perangkat Daerah/Kepala Bagian/Kepala 

Bidang yang menangani perencanaan, sedangkan Koordinator Teknis 

pengelolaan risiko operasional dikoordinasikan oleh Kepala Sub Bagian 

yang menangani perencanaan pada Perangkat Daerah. 

B. Penetapan struktur analisis risiko. 

Penetapan struktur analisis risiko bertujuan memberikan pemahaman 

yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di 

lingkup Pemerintah Daerah (Stakeholders) mengenai aspek-aspek 

pengelolaan risiko, yang antara lain meliputi : 

1. Sumber risiko, berasal dan i internal dan eksternal. Risiko yang berasal 

dan faktor eksternal misalnya peraturan perundang-undangan baru, 

perkembangan teknologi, bencana alam, dan gangguan keamanan. 

Risiko yang berasal dan i faktor internal misalnya keterbatasan dana 

operasional, sumber daya manusia yang tidak kompeten, peralatan 

yang tidak memadai, kebijakan dan prosedur yang tidak jelas, dan 

suasana kerja yang tidak kondusif. (Sumber: Penjelasan pasal 16 PP 60 

tahun 2008). 

2. Dampak risiko, diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh atau akibat 

yang ditimbulkan seandainya peristiwa/kejadian yang menghambat 

pencapaian tujuan terjadi. 



Skor Kate go Dompok 

Keuangan Keuongan 

Sangat Tinggl 4 kerugian 
sangat besar 

kegiaton terhenti, 
tujuan tidak 
tercopoi 

Tin991  3 kerugian 
besar 

kegiatan sangat 
terhambat, 
kurang efektif 

Rendah 2 kerugian 
cukup besar 

kegiatan 
terhambat, 
kurang efisien  

Sangat Rendoh I kerugian 
kecil, kurong 
material 

ado hambatan 
kegiaton, nomun 
tertangani 

Hukum 

negotif, tersebar 
luas di banyak 
media 

negatif, tersebar di pelanggaran 
beberapo media serius, sanksi 
nasional/lokal tertulis 

negotif, terdopat pelonggaran 
pemberitoon biosa, sanksi 

tertulis  

ado pemberitaan pelanggaron 
negotif, namun blow, sanksi 
tidak material teguron 

Operasional Dampak Risiko 

Keuangon 

pelanggoran 
serius, terkena 
sanksi 
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3. Pihak yang terkena dampak, diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh 

dampak tersebut kepada pihak-pihak yang terkait dengan pencapaian 

tujuan. 

C. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko 

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman 

yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di 

lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas 

risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan 

keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat 

risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan 

lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dan i 3 komponen, yaitu : 

1. Skala Dampak Risiko 

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko 

diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak risiko. 

Sebagai contoh kategori dampak risiko dapat diilustrasikan sebagai 

berikut: 

Katagori Dam pak !War Uraian  

2 

Sangat signifikan I 
Sangat besar 

Signifikan / Besar 

Kurang signifikan 
Kecil 

Tidak signifikan/ 
San at kecil 

4 Pengaruh terhadap 
sangat signifikan. 

3 Pengaruh terhadap 
tinggi/signifikan. 

Pengaruh terhadap 
rendah/kurang sig 

Pengaruh terhadap 
tidak signifikan. 

pencapaian tujuan 

pencapaian tujuan 

pencapaian tujuan 
Mikan. 

pencapaian tujuan 

Perangkat Daerah dapat juga menggunakan skala 

menggunakan operasionalisasi dampak yang lebih rinci 

berikut: 

dengan 

sebagai  



Operasional Probabilitas Risiko 

Kejadian Berulang Kejadian Tunggal 

Kategon Dampak 
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2. Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko 

Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas diperlukan untuk 

menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko. 

Sebagai contoh kategori probabilitas risiko dapat diilustrasikan sebagai 

berikut : 

Kategori Dampak Skor Uraksn  

    

Hompir pasti terjadi/ 
Songat sering 

4 Kemungkinan terjadinya Risiko songot sering (lebih dart 
70%, atau lebih don 7 kali dalam 10 Tahun) 

Kemunginan besar/ 3 Kemungkinan terjadinya Risiko sering (setesor 41 - 70% 
Sering terjadi atau 4 šd 7 kali dolam 10 tahun), 

2 Kemungkinon terjadinyo Risk) rendah/kecil (sebesar 11% 
- 40% atau 1 sd 4 kali dolom 10 tahun 

Kemungkinon kecil/ 
Jorang ;an 
Sangat jorang 1 Kemungkinan terjadinyo Risiko sangot kecil (sebesar 0 - 

10%) atau 1 kali dalam 10 tohun gai 

4 Sangat sering,hampir pasti 
terjadi (probabilitas > 75%) 

3 Sering terjadi (probabilitas > 
50% s.d.75%) 

Sangat Sering 

Sering 

Jarang 2 Kemungkinan terjadi,meskipun 
kecil (probabilitas 20% s.d. 50%) 

Sangat 1 Sangat jarang terjadi 
Jarang (probabilitas < 20%)  

Dapat terjadi beberapa kali 
dalam 1 tahun 

Kemungkinan terjadi sekali 
dalam 1 tahun 

Kemungkinan terjadi sekali 
dalam 5- 10 tahun 

Kemungkinan terjadi sekali 
dalam 10- 20 tahun 

3. Skala Nilai Risiko (Matrik Risiko) 

Skala nilai risiko atau matriks risiko merupakan hasil perkalian skor 

dampak risiko dan skor probabilitas risiko, yang diperlukan untuk 

menetapkan atau menyu sun peta risiko prioritas sebagai dasar 

pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima 

maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima. 

Contoh tabel perhitungan Skala Nilai Risiko sebagai berikut : 

No. Program/Keglatan 
Uraian 

Risiko 

Skor 

Dampak 

Skor 

Kemungkinan 

Skala 

Nilai 

Risiko 

1. - - 3 3 9 



Sedang 

Skala 
Nilal 

Risiko 

Penerimaan 
Risiko 

tindakan 

Diperlukan disarankan 
pengendalian yang diambil tindakan 

lebih baik 1 jika tersedia 
sumberdaya 

Kategori Tindakan 

8,01 - 12 

 

Tinggi 

 

Harus menjadi 
perhatian 

managemen 

 

diperlukan 
tindakan untuk 
mengelola risiko 

     

12,01 - 
16 

Sangat Tinggi Tidak dapat diperlukan 
diterima tindakan segera, 

untuk mengelol 
risiko 

Tinggi Keterangan : 

Memoir pasti 

Kemungkinan 
besar  

Kemungkinan 
kecil 

Sangat jarang 

MATRIKS 
ANALISIS RISIKO  WEE 

Dam .ak/Konsekuensi 

Kecil Besar  
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Kriteria Skala Nilai Risiko 

Untuk lebih memudahkan penentuan risiko prioritas dan acceptable! 

unacceptable risk, dapat pula digunakan matriks risiko berdasarkan 

skala dampak dan probabilitas risiko serta kriteria level risiko/ risk 

appetite yang telah ditentukan. Kategori nilai risiko dan 

operasionalisasinya dapat diilustrasikan sebagai berikut : 

Penetapan area atau bidang yang menjadi risiko prioritas yang 

memerlukan penanganan/respon risiko Pemerintah Daerah 

dipengaruhi oleh selera risiko atau preferensi manajemen pemerintah 

daerah. Dalam tabel di atas, kategori sangat tinggi (merah) dan tinggi 

(orange) merupakan area yang memiliki sisa risiko yang membutuhkan 

penanganan dengan prioritas yang sangat tinggi. Selanjutnya, untuk 

kategori moderat (kuning) menjadi prioritas berikutnya, sedangkan 

kategori rendah (biru) dan sangat rendah (hijau) merupakan risiko 

yang dapat ditoleransi dan diterima. 



9 Evaluasi pengelolaan 
Tabun 201X+1) risiko oleh APIP 

- Inspektorat (APIP 
Daerah) 

Laporan Evaluasi 
Pengelolaan Risiko 

Februari - Morel 
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D. Waktu, Tahapan dan Pihak terkait dalam Pengelolaan Risiko 

Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko, adalah 

sebagai berikut : 

No Waktu 
Tahapan 

Manajemen 
Pemda 

Tahapan 
Pengelolaan 

Risiko 
Pelaksana  Output Tahapan 

Pengelota Risiko 

1 Proses penyusu 
non RPJMD (Satu 
tahun sebelum 
RPJMD 5 tahunon 
berjalan sd RPJMD 
ditetopkan) 

2 Proses penyusunan 
Renstra OPD (Saw 
tohun sebelum 
RPJMD 5 tahunan 
berjalan sd RPJMD 
ditetapkan)  

Proses penyusunan 
RPJMD 

Proses penyusunan 
Renstra OPD 

Arahan don kebijakan 
penilaian risiko 5 
tahunon 
Penyusunan Risiko 
Strategis Pemda 

Penyusunan Risiko 
Strategis (Entitos) 
OPD  

- Komite pengelolaan 
Risiko 

- Sekda selaku 
- UPR Pemda (Kepala 

Daerah dan Kepala 
OPD/SKPD) 

Komite pengelolaan 
risiko 

- Sekda selaku 
Koordinator 

- UPR Tingkat Es. 1 / 2 
(Kepolo OPD/SKPD 
dan Kabag/Kabid 
OPD) 

- Dokumen Arahan 
don kebijakan 
penilaian risiko 5 
Tahunan 

- Donor Risiko don 
RTP Strategis 
Pemda 

Doftar Risiko clan RIP 
Strategis (Entitas) 
OPD 

3 
Januari - Mel 
Tahun 201X-I 

Penyusunan RKPD 
clan Renja OPD Archon clan kebijakon 

penilaian risiko 
tahunon 

Komite Pengelolaan 
Risiko Dokumen Arahan dan 

kebijakan penilaion 
risiko tohunan  

4 Agustus-Septem- 
ber 201X-I 

5 Oktober Tahun 
201X-I 

6 November - 
Desember Tahun 
20IX-1 

7 
Januart sd 
Desember Tahun 
20IX 

Berkala 
(Triwulanan)  

Penyusunan RKA 
OPD (Penetopon 
rencana sasaran & 
pagu anggaran per 
kegiatan) 

Penyusunan RAPBD, 
Perda APBD 

Penyusunan 
Rancangan DPA OPD, 
don penetapan DPA 
OPD 

Pelaksanaan APBD  

Penyusunan Risiko 
Operasional OPD 
Pengkomunikosian 
Risiko dan RTP, 

Penyusunan atou 
Revisi KSOP 
Pengkomunikosion 
perubahan KSOP 

Penyusunan atau 
penyempurnaan 
KSOP (Tindak lanjut 
RTP) 
Pelaksanaan KSOP 

Pelaporan don 
monitoring risiko don 
KSOP 

- Kepala OPD 
- Unit Pemilik Risiko 

Tingkat Es 3,4 OPD 

- Kepala OPD 
- Komite Pengeloloon 

Risiko 
- UPR Tingkat Pemda, 

Tingkat Eselon I, 2, 3, 
don 4 

- Sekda selaku 
koordinator 

- Komite Pengelolaan 
Risiko 

- UPR Tingkat Pemda, 
Tingkat Eselon 1,2, 3, 
clan 4 

- Komite Pengeloloon 
Risiko 

- Kepala OPD 
- Pelaksano Program 

clan kegiatan 

- UPR Tingkat Pemda, 
Tingkat Eselon I 

clan 
2, Tingkat Eselon 3 
dan 4 

- Unit Kepatuhan 
- Sekda selaku 

koordinator  

Dollar risiko don RTP 
Operasionol OPD 

- Perbaikan RTP 
- KSOP 
- Notulen pengkomu 

nikasion 
- Finalisosi Dollar 

risiko don RTP 

KSOP 
Bukti pelaksanaan 
KSOP 

- Form Monitoring 
Risiko 

- Form Monitoring TL 
RTP 

Pemantauan kinerja, 
risiko, don efektifitas 
KSOP yang dibangun 

Unit Kepotuhan 
Pengeloloan Risiko 

- Notulen rapat 
- taporan peman 

tauon (triwulanan, 
tahunon, 5 
tohunan) 

Tahun 201x 

Agustus-September 
201X 

8 Januart - Februari 
Tahun 201X+1  

Penyusunan KUA 
PPAS (Penetapan 
sasaran makro dan 
pagu anggaran 
Pemda) 

Penyusunan RKA 
OPD (Penetapan 
rencana sasaran & 
pagu anggaran per 
kegiatan) 

Pelaporon Keuangan 
Reviu APIP 

Reviu don pemutakhi-
ran Risiko Strotegis 
Pemda. 
Catatan. 
Risiko strategis 
Pemda akon diriviu 
clan dimutakhirkan 
setiap tohun 

Reviu don pemutakhi-
ran Risiko Strategis 
(Entitas) OPD 
Catatan: 
Risiko strotegis 
(entitas) OPD akon 
diriviu don 
dimutokhirkon setiap 
tahun 

Pelaporan Pengelo-
loan Risiko Tabun 20IX 

- UPR Pemda 
(Kepala Daerah 
clan Kepala 
OPD/SKPDS 

- Sekdo selaku 
Koordinator 

- Kepala Daerah 
- Sekda selaku 

Koordinator 
- Unit Pemilik Risiko 

Tingkat Es. 1 dan 2 
(Kepala OPD/SKPD 
don Kabag/Kabid 
OPO) 

- Kepala Daerah 
- Kepola OPD 
- UPR Tingkot 

Pemda, Tingkat 
Eselon 1 dan 2, 
Tingkat 
Eselon 3 clan 4 
Unit Kepatuhan 

- Sekda selaku 
koordinator  

Daftar Risiko don RTP 
Strategis Pemda 
yang dimutokhirkan 

Dot tar Risiko don RIP 
Strategis (Entitas) 
OPD 

loporan Pengelolaan 
Risiko Tahun 20IX  
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Adapun keterkaitan antara Pengelolaan Risiko dengan Pengawasan Intern 

Berbasis Risiko antara lain tercermin dalam pemanfaatan dokumen 

penilaian risiko yang telah disusun dan diformalkan sebagai bahan 

pertimbangan dalam penyusunan rencana pengawasan atau PKPT 

berbasis risiko oleh Inspektorat. 

Hal tersebut sesuai dengan PP 60 Tahun 2008 pasal 49 ayat (5) dan (6) 

yang menyatakan bahwa Inspektorat Daerah melakukan pengawasan 

terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan 

fungsi Perangkat Daerah yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten. 

Selain itu dalam daftar uji PP 60 Tahun 2008 mengenai identifikasi risiko 

menyatakan bahwa : 

1. Pimpinan Instansi Pemerintah menggunakan metodologi identifikasi 

risiko yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada 

tingkatan kegiatan secara komprehensif. 

2. Risiko yang diidentifikasi pada tingkat pegawai dan pimpinan tingkat 

menengah menjadi perhatian pimpinan Instansi Pemerintah yang lebih 

tinggi. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa : 

1. penilaian risiko perlu dilakukan sampai ke tingkat Perangkat Daerah, 

terutama penilaian risiko pada tingkatan kegiatan pada pimpinan 

tingkat menengah; 

2. Inspektorat selaku APIP di daerah perlu melakukan pembinaan dan 

pengawasan terhadap Perangkat Daerah. 
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BAB III PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH 

A. Struktur Pengelolaan Risiko 

Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut: 

UNIIP€MLIKRISWO  

TK. PEMDA  

    

PENANGGUNG JAWAB 
&yeti Watikixa 

KOMlT PENGELOtAAN 
RISKO  

    

 

• KOORDINATOR PENYELENGCAROAN 
PENGELOLA PISMO 

• UNIT PEMIUK RISIKO Eselan2 

    

    

Unit Kepatuhan 

   

   

Sdaeterit Dearatt Asisten Se' Unit 

WC Manna 

   

      

       

• PENANGGUNGJAWABPENGAWKAN 

UNff • UNff PEMILIK RISIKOTK. ESELON 2 

PEMILX 
Kepaie 

Dres/OPO 
Kapiaa Baden 

Dewah 
inspektur Damn RISE0 

TK. brim 2 

UNff PeNNUK MOM PE& s 8' Sala, Bideng Kageet UPTD Sear, Bkleng Seer Pam 
Sekda 

IL baton 3 
dan4 

&Ole Pads 
Settda 

State, Slytai, Selma Suable, Sub bid 

Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut : 

1. Penanggung jawab 

Bupati sebagai penanggung jawab berwenang menetapkan arah 

kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah. 

Dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah, Bupati juga bertanggung 

jawab terhadap keseluruhan proses penilaian risiko pada Pemerintah 

Daerah. Bupati menetapkan Pedoman Penilaian Risiko Pemerintah 

Daerah untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan risiko. 

2. Koordinator penyelenggaraan 

Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan berwenang 

mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah 

Daerah. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Sekretaris Daerah 

selaku Koordinator Penyelenggaraan, melakukan kegiatan antara lain: 

a. menyusun jadwal/ agenda penilaian risiko; 

b. membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko 

misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen; 

c. memfasilitasi proses penilaian risiko; 

d. kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan. 

3. UPR 

UPR merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab melakukan 

pengelolaan risiko di lingkup kerjanya. Adapun tanggung jawab pemilik 

risiko adalah sebagai berikut : 
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a. melaksanakan kegiatan penilaian risiko (risk assessment) atas risiko 

tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan 

pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing. 

b. melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan 

sehari-hari. 

c. menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan 

peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja 

masingmasing, sebagai indikator peringatan dini (early warning 

indicator) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian 

risiko di masa yang akan datang. 

d. menyusun hasil penilaian risiko (risk assessment) untuk dilaporkan 

kepada Unit Kepatuhan. 

e. memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang 

pelaksanaan pengendalian risiko. 

f. melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan 

pengendalian. 

UPR dibagi berdasarkan tingkat organ.isasi yaitu sebagai berikut : 

a. UPR tingkat pemerintah daerah. 

Struktur UPR tingkat pemerintah daerah, terdiri dan: 

Ketua Bupati, selaku pemilik risiko tingkat 

Pemerintah Daerah. 

Koordinator Teknis Kepala Bappeda, atau unit lain yang 

merangkap menangani perencanaan 

anggota 

Anggota seluruh kepala Perangkat Daerah 

(Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, 

Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, 

Kepala UPTD Pemerintah Daerah dan 

Direktur RSUD, dan sebagainya) 

b. UPR tingkat unit Eselon II 

Struktur UPR tingkat unit Eselon II, terdiri dan: 

Ketua Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat 

Daerah, selaku pemilik risiko tingkat 

Perangkat Daerah. 

Koordinator Teknis Sekretaris Perangkat Daerah /Kepala 

merangkap Bagian/Bidang yang menangani 

anggota perencanaan pada Perangkat Daerah. 
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Anggota Seluruh Kepala Bagian/ Bidang/ Irban 

pada Perangkat Daerah yang 

bersangku tan. 

c. UPR tingkat unit Eselon III dan IV 

Struktur UPR tingkat unit Eselon III dan IV, terdiri dan: 

Ketua 

Koordinator Teknis 

merangkap 

anggota  

Kepala Bagian/Bidang, 

risiko tingkat kegiatan. 

Kepala Sub Bagian/ 

Seksi/ Pegawai/ Staf 

untuk menangani  

selaku pemilik  

Sub Bidang/ 

yang ditunjuk 

perencanaan 

kegiatan pada Perangkat Daerah. 

Anggota Seluruh Kepala Sub Bagian/ Sub 

Bidang/Seksi pada Bagian/Bidang yang 

bersangku tan. 

4. Komite pengelolaan risiko 

Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko tingkat Pemerintah 

Daerah, Bupati dapat membentuk Komite Pengelolaan Risiko, dengan 

tugas sebagai berikut : 

a. merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait 

keputusan strategis yang menyimpang dan i prosedur normal; 

b. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah 

daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan 

pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah; 

c. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan 

pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati 

cq Sekretaris Daerah. 

Komite pengelolaan risiko terdiri atas : 

a. Bupati sebagai Ketua; 

b. Kepala Bappeda sebagai koordinator merangkap anggota; 

c. Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota 

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengelolaan Risiko dapat 

membentuk tim teknis melalui Surat Keputusan Bupati. 

5. Unit Kepatuhan 

Unit Kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan 

pengelolaan risiko yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. 

Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai Unit Kepatuhan 

pada Perangkat Daerah. 



-13- 

Masing-masing asisten akan melakukan pemantauan terhadap 

Perangkat Daerah yang berada dibawah koordinasinya sesuai dengan 

Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. 

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Unit Kepatuhan, melakukan 

kegiatan antara lain: 

a. memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian; 

b. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian; 

c. memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan risiko; 

d. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan 

pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris 

Daerah. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Kepatuhan dapat membentuk tim 

teknis dengan Keputusan Bupati. 

6. Penanggung jawab pengawasan 

Inspektorat sebagai penanggung jawab pengawasan, bertanggung 

jawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan 

pengelolaan risiko. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, 

Inspektorat melakukan kegiatan antara lain: 

memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada 

pemerintah daerah; 

memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas 

pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi 

Pemerintah; 

bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan. 

Efektivitas struktur pengelolaan risiko dipengaruhi antara lain oleh 

komitmen pimpinan, Budaya Sadar Risiko, dan kejelasan struktur 

pengelolaan risiko. 

B. Proses Pengelolaan Risiko 

Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap 

pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dengan tahapan sebagai 

berikut: 

i 
1 1414errItifikzasi Ketlarrvat,.e. Lirtmkur-onarl 

1...rseg.rtclalloor. lirttret (1.) 

Ptertilaiara Fkc. (12) 

FNMurotertaipmoro 11Cozorrterkm.elluijo-osont 

1  

-E ._ AroatiOsilso Ptilsik.co 

K,ftsiaoltaoro 1.,ftrogivetrociatIlairo (3)i- -------- - - 

I 

a.  

b.  

melaksanakan kegiatan  c. reviu dan evaluasi terhadap rancang 

iIL 
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Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah, terinci sebagai 

berikut : 

1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian 

Ikhtisar identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dapat 

disajikan sebagai berikut : 

Mengiclentifikasi kelemahan-kelomahan dolom setiap sub unsur lingkungan 
pengendalian Intern 

Ketudran Slmpulan Sandia' lingkungan pengendallon Intern don beiernahon dalarn sub 
unsur Ilngkungan pengendallan Intern yang rnemerlukan perbolkon 

Pelaksano/Plhok Terkait Tingkat Pemdca: 
- Sekda seloku Koordinator 
- Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah (Kepola Daeroh don Kapok, OPO/ 

Eselon I don 11) 
- Fasilltator 

Waktu 

 

- Penyusunan RPJSAD 
- Dinnflu/ dimutokhlrkon setlop tohun pada soot penyusunan KUA/PPAS 

 

   

Sumber data utoma - Reviu dokumen, analisis informasi don i media mossa, virovvancora dli 
-Survei persepsi alas lingkungan pengendolion intern dengan metode CEE 

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan dengan 

melakukan penilaian atas kondisi lingkungan pengendalian 

pelaksanaan urusan wajib/ pilihan pada pemerintah daerah sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah. Identifikasi kelemahan lingkungan 

pengendalian dalam urusan wajib/pilihan dilakukan dengan langkah-

langkah sebagai berikut : 

'1411111111111111111111."' "411111111111111111/` 
persiopon Penilaion Penilaion owal alas Survei terhack3p Simpulan kelemohon 

kelemahan lingkungan lingkungan lingkungan 
pengendalian melolui 

reviu clakumt,n pengero,u,, 
metal., F 

pongendalian 

Survei persepsi 

Persiapon data 
kapan, reviu ataS 
kondisi don kuitur 

pegawai Was 
kondisi lingkungan 

Mendosarkon 
kepada duo hasil 

don kuesioner instonsi berdasarkan pengendolion simpulon sementaro 
hasil audit, kajion, 

beret°, wawanCara, 
data lainnyo 

melalui Control 
Environtment 

Evaluation (CEE) 

yaitu basil penilaian 
owal dan hasil survei 

persepsi 

MIND 

 

1111111111111 

    

  

111111111, 

 

OMNI  

     

      

a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian 

1) Persiapan data 

Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian 

urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah dapat berupa : 

a) Laporan hasil audit pada pemerintah daerah yang 

bersangkutan misalnya audit operasional, audit kinerja, dan 

audit lainnya atas urusan wajib/pilihan terkait; 

b) Hasil reviu/evaluasi atas penyelenggaraan urusan wajib/ 

pilihan oleh Inspektorat; 

c) Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan wajib/ 

pilihan Pemerintah Daerah; 

Tujuan 



PERTANYAAN /KUESIONER PILIHAN JAWABAN  NO. 

I. PENEGAKAN INTEGRITAS DAN KAI ETIKA 

Pengembangan Integritas dan Nilai Etika  A. 

Pimpinan rnemberikan keteladanan dalam hal integritas dan etika 
pada tingkah laku sehari-hari  

1. 0 Tidak Pernah 

2. 0 Jarang 
3. 0 Sering 

4. 0 Selalu 

1 
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d) Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/pilihan pemerintah 

daerah dan i berbagai sumber misalnya media massa, internet, 

hasil penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan. 

2) Penyusunan lembar kuesioner survei lingkungan pengendalian 

dan Kertas Kerja TabuIasi Kuesioner (ilustrasi sebagaimana pada 

form 1). 

Ilustrasi lembar kuisoner dapat disajikan sebagai berikut : 

KUESIONER CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE) 

A. PENGANTAR 

Bactak/ibu yang terhormat, terima kasih sudah bersedia mengisi kuesioner ml. Kuesioner ini bertujuan untuk 

kepertuan internal dan dimaksucKcan untuk melihat kondisi lingkungan pengendalian di unit instansi 

Bapakilbu. Mengingat pentingnya data dan kuesioner irti, diharapkan Bapak/lbu mengisinya dengan benar 

dan jujur sesuai dengan kondisi saat ml. Kami menjamin lcerahasiaan identitas Bapak/lbu dan rekapitulasi 

kuesioner tidak akan mencantumkan data diri Bapak/lbu sekalian. 

B. IDENTITAS RE SPONDEN 

Berilah torida silang untuk posisi anda saat ini? 

1. D Pejabat Struktural 

2. 0  Pejabat Fungsional Tertentu 

3. 0 Pejabat Fungsional Umum/Staf 

C. PETUNJUK PENGI SIAN 

1. Isllah dengan memberikan tickmork (V) pada salah satu kotak pilirtan jawaban. 

2. Bapak/lbu dapat menambahlon narasi lain terkait kondisi lingkungan pengendalian pada bagian akhir 

kuesioner mi. 

3. Apabila terdapat pemyataan yang dirasa kurang jelas, sitakan tfitanyakan kepada fasilitator. 

KUESIONER EVALUASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN  

b. Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui 

reviu dokumen. 

Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian pemerintah daerah 

dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan 

permasalahan dalam lingkungan pengendalian. Penilaian kelemahan 

dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan pada 

langkah persiapan penilaian, sebagai contoh data yang digunakan 

untuk menilai kelemahan kondisi lingkungan pengendalian intern 
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pada pemerintah daerah secara umum yaitu : 

1) Hasil Audit Kinerja Inspektorat dan LHP BPK; 

2) Berita pada media massa. 

Dan i data di atas, selanjutnya, disimpulkan kondisi kelemahan 

lingkungan pengendalian intern di pemerintah daerah. Ilustrasi 

dapat disajikan sebagai berikut : 

Nama Pemerintah Daerah: 

Tahun Penilaian 20XX 

Urusan Pemerintahan : Bidang Kesehatan 

No. Sumber data Uraian Kelemahan Klasifikasi 

a b c d 

1 Media massa 

- 

2 LHP BPK No. 

XXX tanggal 

xxx tentang 

Basil 

Pemeriksaan 

BPK 

- 

_ 

_ 

3 SK Inspektur 

No. X/oc 

tanggal moc 

tentang PKPT 

Inspektorat 

4 LHP BPK No. 

Xxx tanggal 

xxx tentang 

Hasil 

Pemeriksaan 

- 

Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan 

Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008. 

c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui Control 

Environtment Evaluation (CEE). 

Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi 

pegawai terhadap gambaran atas kondisi lingkungan pengendalian 

urusan Wajib/Pilihan pemerintah daerah. Survei tersebut dapat 

menggunakan metode Control Environment Evaluation (CEE), yaitu 

suatu penilaian mandiri atas pengendalian/Control Self Assessment 
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(CSA) yang diaplikasikan pada lingkungan pengendalian. 

Jika dan i hasil survei terdapat informasi yang perlu diperdalam atau 

diklarifikasi maka dapat dilakukan klarifikasi kepada beberapa 

responden terpilih yang memahami urusan wajib/pilihan yang 

dilakukan penilaian. 

Contoh simpulan kondisi lingkungan pengendalian intern 

pemerintah daerah menurut metode CEE yang diterapkan oleh 

peserta FGD Pemkot XYZ yaitu memadai atau kurang memadai. 

Sebagai contoh, berdasarkan hasil survei pada urusan wajib 

pelayanan dasar bidang kesehatan ditemukan kelemahan 

lingkungan pengendalian pada sub unsur Penyusunan dan 

Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM yaitu 

rekrutmen, retensi, maupun prosedur pemilihan SDM belum 

dilakukan dengan baik. 

d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan 

wajib/pilihan. 

Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, 

selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian pada 

pemerintah daerah dengan menggunakan Kertas Kerja. Ilustrasi 

dapat disajikan sebagai Form 2. 

Pemerintah Daerah dapat melakukan wawancara/konfirmasi apabila 

diperlukan, untuk mengklarifikasi informasi yang kurang 

jelas/memerlukan pendalaman dalam rangka penarikan 

kesimpulan. 

Sebagai contoh, simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian 

adalah sebagai berikut : 

1) Penegakan integritas dan nilai etika 

Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena 

tersangkut kasus hukum. 

2) Komitmen terhadap kompetensi 

a) Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan 

pengalaman. 

b) Kualifikasi dan kompetensi. 

3) Kepemimpinan yang kondusif 

a) Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan risiko 

yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko. 
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b) Rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Daerah 

belum menyajikan informasi mengenai risiko. 

4) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang 

pembinaan SDM 

a) Pemerintah Daerah belum menginternalisasi budaya sadar 

risiko. 

b) Belum terdapat pemberian reward dan/atau punishment atas 

pengelolaan risiko. 

c) Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam 

perhitungan penghasilan. 

d) Anggaran pengembangan SDM belum memadai. 

e) Pemerintah Kota XYZ belum memiliki strategi dalam 

pemenuhan dan pendistribusian SDM. 

5) Perwujudan peran APIP yang efektif 

Inspektorat belum melakukan audit kinerja yang dihubungkan 

dengan tujuan strategis Pemerintah Daerah yang melibatkan 

beberapa Perangkat Daerah terkait. Audit kinerja yang dilakukan 

masih sebatas audit kinerja pada Dinas Kesehatan. 

Mengingat pentingnya kondisi lingkungan pengendalian yang baik, 

sedapat mungkin Kabupaten /Kepala Perangkat Daerah diikutkan 

dalam pembahasan kondisi lingkungan pengendalian. Simpulan 

akhir atas kondisi lingkungan pengendalian Pemerintah Daerah 

akan menjadi dasar bagi penyusunan rencana tindak perbaikan 

lingkungan pengendalian. 

Proses identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dapat 

mengacu pada Perka BPKP No. 25 Tahun 2013 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Control Environment Evaluation (CEE). 



Strategis Pemerintah Daerah 
-Penyusunan RPJMD 
-Direyiu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS 
Strategis (Entitas) OPD 
-Pada soot penyusunan Renstra OPD 
-Direyiu/ dimutakhirkan setiop tohun pada soot penyusunan RKA-OPD 
Operasional OPD 
Pada saat penyusunan RKA-OPD 

Waktu 

Penetapan 
Konteks/Tujuan 

• Menetapan 
Konteks/ Tujuan 
yang akan 
clilakukan 
penilaian risiko 

• menyicipkan 
penilaian risiko 

Identitikasi risiko  

'419 
• Mengidentifikasi 

risiko  

411111111111M 

Anallsis risiko 

PIPP-ah Melakukan cinatis 
risiko 1 

• Mernvalidasi risika 

• Mengevaluasi 
pengendalian 
yang facia clan 
yang dibutuhkort 

• Menyusun 
Rencana Tinclak 

▪ Pengencialion RTP 

411111111111110 
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2. Penilaian Risiko 

Ikhtisar penilaian risiko dapat disajikan sebagai berikut : 

'-'411111111111111.1111111111111,"" 
Menetapkan konteks/tujuan don memilih tujuan yang akan dilakukon 
penilaian risiko 

- Melokukon identifikasi risiko dan analisis risiko 
- Menetapkan risiko-risiko yang akon ditangani lebih lanjut (dibangun 

RIP-nya) 

Keluaran - Daftar tujuan/sosaran strategis Pemerintah Daerah untuk tiap-tiap urusan 
clan indikator kinerjanya 

- Daftar tujuan/sosaran strategis (Entitas) OPD 
- Daftar tujuan kegiatan utama OPD untuk tiap-tiap urusan clan indikator 

keluarannya 
- Kertas Kerja Identifikasi Risiko (Daftar Risiko) Urusan Wajib/Pilihan Strategis 

Pemerintah Daerah 
- Kertas Kerja Identifikosi Risiko (Daftar Risiko) Urusan Wajib/Pilihan Strategis 

(Entitos) OPD 
- Kertas Kerja Identifikosi Risiko (Daf tar Risiko) Urusan Wajib/Pilihan 

Operasional OPD 
- Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko Urusan Wajib/Pilihan Strategis Pemerintah 

Daerah, Strategis (Entitas) OPD, don Operasional OPD 
- Kertas Kerja °attar Risiko Prioritas Urusan Wajib don Pilihan Strategis 

Pemerintah Daerah, Strategis (Entitas) OPD, don Operasional OPD 

Pelaksana/Pihak Terkait Strategis Pemerintah Daerah 
-Sekdo selaku Koordinator 
-UPR Pemda (Kepala Daerah don Kepala OPD/SKPD) 
-Fasilitator 
Strategis (Entitas) OPD 
-Sekda selaku Koordinator 
-UPR Tingkat Es. 1 / 2 (Kepala OPD/SKPD don Kabag/Kabid OPD 
-Fasilitator 
Operasional OPD 
-Kepala OPD 
-Unit Pemilik Risiko Tingkat Es 3, 4 OPD Fasilitator 

Sumber data utama CSA/FGD 

Langkah kerja penilaian risiko urusan wajib/pilihan digambarkan 

sebagai berikut : 

Tujuan  



PEMERINTAM 

DAERAH 

OPD 

OPD 

RENSTRA OPD I. 2. 3, 

Oct 

RasnIa/RKASKPD 

OPD 1, 2, 3, Ost 

Tupsan & Sasaran 

Operaponal 

(Itewatan) 090 I. 2, 

3. Oct 

Ttefran & Sasaran 

Strategic 

Pemenntah Deers!, 

I Tuition 8, Sasaran 

Strategn Entiras) OPD 

1, 2, 3. Dst 

1 

Indikate. Maoris 

Sasaran Strate&A 

Pernerenah Daerah 

Ochlutor Keller* 

Sasaran Strategic 

(Enures) 0912 1, 2, 3, 

Oct 

indtkator kossep 

Kevatan 090 1, 2, 

3, Oct 

.... 

Penearan Ritiko 

Operational OPO 1. 
4, 3, Dst 

Peentatan &taco 

Strategic titular 
Wapb/Psithan pada 

Peeneranah Daerals 

Penaoar, Pisa° 

Strategis (EntitaN OPD 

1, 2. 3. Ost 
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a. Menetapkan konteks/tujuan 

1) Penetapan konteks dan pemilihan tujuan yang akan dilakukan 

penilaian risiko. 

Tahap pertama pelaksanaan penilaian risiko adalah menetapkan 

"konteks/tujuan". Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuan-

tujuan pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, tingkat 

strategis (entitas) Pemerintah Daerah, dan tingkat operasional 

Pemerintah Daerah yang selanjutnya akan dilakukan penilaian 

risikonya. Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada 

tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat 

diidentifikasi dan dianalisis. 

Tujuan dan i tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk 

memperoleh informasi tujuan/sasaran dan indikator kinerja 

organisasi yang akan dicapai. Keluaran yang diharapkan pada 

tahap ini adalah adanya daftar tujuan/sasaran, indikator kinerja 

pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, entitas Perangkat 

Daerah, dan tingkat kegiatan yang sudah didiskusikan dan 

disepakati oleh Kepala Daerah dan Pimpinan Perangkat Daerah. 

Keterkaitan antara tujuan pada masing-masing unit kerja 

(organisasi) dengan tingkat penilaian risiko disajikan sebagai 

berikut : 

Pemilihan tujuan/sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko 

didasarkan kepada pertimbangan bahwa tujuan tersebut 

merupakan tujuan yang paling utama dan dirasakan masih 

memiliki banyak permasalahan dalam pencapaiannya, serta 

penting dan mendesak untuk segera ditangani, atau 

pertimbangan lainnya antara lain tujuan yang mendukung 

pencapaian target program prioritas nasional yang tercantum 

dalam RPJMN. 



- Penetapan konteks ditaksonakan poda soot penyusunan RPJMD 
- Direviu/ dknutokhirkon setiap tohun pado soot penyusunan KUAPPAS Woktu 
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Pemilihan terhadap suatu tujuan/sasaran tertentu bukan berarti 

bahwa tujuan-tujuan lainnya tidak perlu/tidak akan dinilai risiko 

dan pengendaliannya. Penilaian risiko dan pengendalian atas 

tujuan lainnya dapat dijadwalkan sesuai kebutuhan. 

Proses penetapan konteks/tujuan untuk tiap-tiap tingkat 

dijelaskan sebagai berikut : 

a) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis Pemerintah Daerah. 

Ikhtisar penetapan tujuan strategis pemerintah daerah 

disajikan sebagai berikut : 

'MEW "4111111111111111111," 
Tujuon 

Keitforan 

: Memperoleh informasi tujuan/sasoran strategis Pemerintah Daerah untuk 
tiap-tiop urusan don indikator kinerjanya 

: - Donor tujuontsosaran strategis pemerIntah doorah 
don Indtkator Idnerjanyo 

- Dattor Unison Wajibfriffhan don COD yang Torkalt 

Peloksona/Pihak Terkait - Sekdo selaku Koordinator 
- Unit Pemilik Risiko Pernerintah Daerah (Kepola Daeroh don Kepala 

: OPD/SKPD) 
- Fosilitotor 

RPJMD 
Sumber data utamo 

Penetapan konteks/tujuan strategis pemerintah daerah pada 

dasarnya dilakukan untuk seluruh tujuan strategis yang 

tertuang dalam RPJMD. Namun demikian, dalam penetapan 

konteks strategis pemerintah daerah, pemerintah daerah dapat 

memilih beberapa tujuan dengan mempertimbangkan tujuan 

prioritas sesuai dengan visi dan misi Kabupaten atau 

pertimbangan profesional lainnya. Penetapan tujuan yang 

menjadi prioritas dapat dilakukan melalui CSA/FGD dan 

selanjutnya dituangkan dalam "Dokumen Arahan dan 

Kebijakan Penilaian Risiko 5 Tahunan". 

Sebagai contoh, berdasarkan "Dokumen Arahan dan Kebijakan 

Penilaian Risiko 5 Tahunan" Pemerintah Kota XYZ 

menetapkan Konteks Strategis Pemerintah Daerah yang akan 

dilakukan untuk 2 tujuan strategis, yaitu tujuan 1 dan i misi 1, 

tujuan 1 dan i misi 2, dan tujuan 1 dan i misi 3. 

Sebagai contoh dalam penilaian risiko tujuan strategis 1, maka 

peserta CSA/FGD adalah : 
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(1) UPR Tingkat Pemerintah Daerah yang terdiri dani 

Kabupaten , dan Kepala Perangkat Daerah (pejabat 

eselon 2) yang memiliki keterkaitan secara fungsi dan 

kegiatan terhadap tujuan srategis 1, antara lain pada : 

a) Dinas Kesehatan; 

b) RSUD Kota XYZ; 

c) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

(DP3AP2KB); 

d) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

Kehadiran pejabat eselon 2 sangat dianjurkan dalam 

CSA/FGD, walaupun dapat juga dihadiri oleh pejabat 

eselon 3 dan i Perangkat Daerah namun sifatnya sebagai 

pendamping. 

(2) Fasilitator 

Fasilitator adalah pihak yang bertugas memandu 

instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah demi 

langkah proses penilaian risiko. Fasilitator dapat berasal 

dan i Tim BPKP, Komite Pengelolaan Risiko, Inspektorat, 

atau pihak lain yang berkompeten. 

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis pemerintah 

daerah adalah sebagai berikut : 

(a) Mendapatkan dan mempelajari RPJMD, serta data 

lainnya terkait perencanaan seperti SOTK, uraian 

tugas dan jabatan, dsb; 

(b) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja 

Utama terkait tujuan strategis yang diidentifikasi 

sebagaimana tercantum dalam RPJMD; 

(c) Identifikasi data atau informasi lain yang relevan 

misal prioritas pembangunan atau program 

unggulan terkait dengan tujuan/sasaran dani 

urusan wajib/pilihan yang dipilih berdasarkan 

RPJMD; 

(d) Menetapkan sasaran dan IKU strategis pemerintah 

daerah yang akan dilakukan penilaian risiko. 

Sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko bisa 

seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan; 
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(e) Tuangkan hash l identifikasi sebagaimana contoh 

form 3 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tahap ini : 

(a) FGD dilakukan untuk membahas jika terdapat 

perbedaan antara tujuan/sasaran/indikator 

menurut RPJMD dengan faktualnya. Jika terdapat 

perbedaan, maka peserta FGD menyepakati tujuan/ 

sasaran/indikator yang akan digunakan untuk 

keperluan penilaian risiko; 

(b) Perbedaan pada poin (a) tersebut dapat menjadi 

bahan masukan bagi perbaikan dokumen 

perencanaan (RPJMD). 

Sebagai ilustrasi, penetapan Konteks/Tujuan Strategis 

Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut : 

it* 

Narna Pomerintah Daerah Pemenntoh Kabupaten XYZ 
Tahun Penilaion 2018 
Pertode yang chnilai . Tohun 2019-2023 

Sumber Data 

Tujuan Strotegis RPJMO 

Penetopan Konteks 
Risiko Strotegis Pemda 

Dinos Torkoit 

Sosoran RPJMO 

iKU Sasaran RPJMD 
RPJMD 

RPJMD Kabupoten XYZ Tahun 2019-2023 

Tujuon 1.1 Meningkotnya kualitas tata kelola pemerintahon 
Tujuan 1.2 Meningkatnya kohesivitos mosyarokat 
Tujuan 2.1 Meningkotnya kualitos tronsportosi 
Tujuan 2.2 Meningkatnya Keloyokhunian 
Tujuan 2.3 Meningkatnya akses komuntkost don informasi 
Tujuan 2.4 Menurunnyo resat° bencana 
Tujuon 2.5 Meningkatnya kuoIstas lingkungan hidup 
Tujuan 3.1 Mentrigkatnya okses don kualitas pendidtkon 
Tujuon 3.2 Meningkatnyo dorajot kesehatan masyarakat 
Tujuan 3.3 Meningkatnya kosejohteroan sosial 
Tujuan 3.4 Meningkatnya partisiposi perompuan dalam pembongunan 
Tujuan 4.1 Moningkatnya laju pertumbuhon ekonomi 
Tujuan 42 Meningkatnya pemerataan ekonomi 

Tujuon 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 

- Dinas Kosehaton 
- RSUD Kabupaton XYZ 
- Dinas Pembordayoon Perempuan, Perlindungan Anak, Pongendaltan 

Penduduk don Keluargo Berencona (DP3AP2KB) 
- Dinas Pekorjaan Umum don Porumohan Rakyat 

Sasaran 3.2.1 Meningkotnya keselamoton ibu anak 
Sasoron 3.2.2 Meningkotnya kualitaS kesehoton masyorakot 
Sasaron 3.2.3 Meningkotnya perilaku hidup sehat 
Smarm 3.2.4 Meningkotnya prestasi Olohraga di Kabupaten XYZ 
Sasaran 3.2.5 Meningkatnya peron serta Pemuda dolam 

Usto Flarapon Iiidup ditentukon oleh jumlah kemation bayt. jika angko 
komotion boyt besot, mako usia angka harapon hidup rendah. 

Prioritas Pembongunan 
don Program Unggulan 

PrioritOS pembangunan: 
- Program Peningkotan Keselamotan Ibu Melohirkan don Anok 
- Program Peningkoton Peloyanon Kesehatan Anok Bolita 
- Program Pencegahan don Penonggulangon Penyokit Menular 
- Program Standarisosi Peloyanan Kesehatan 
- Program Promosi Kesehaton don Pemberdayaan Masparakat 
- Program Perbaikan Gizt Masyarakat 

Tujuan, Sasaran. Iku Tujuon 3.2 Moningkatnya derajat kesehatan mosyorakat 
yang akan dilakukan Sosaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kosehatan masyarokat 
penilaian risiko 1.Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkon don Anak 
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b) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis (Entitas) 

Daerah 

Ikhtisar penetapan tujuan Strategis (Entitas) 

Daerah disajikan sebagai berikut : 

Perangkat 

Perangkat 

Memperoleh intormasi tujuanisosaron strotegis (Entitas) OPD yang terkait 
untuk tiap-tiop uruson don indikotor kinerjanya 

KeIuaran 

PelaksonajPihak Terkait 

Waktu 

Sumber data utama 

: Dattar tujuan/sasaran strategis (Entitos) OPD yang terkait untuk tiap-tlap 
urusan don indicator kinerlanya 

- Sekda setaku Koordinator 
: - Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon I don 2 (Kepola OPD/SKPO don Kabog/Ka 

bid OPO) 
Fasilitator 

: • Pado soot penyusunan Renstra OPD 
- Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada soot penyusunon RKA-OPD 

: Renstra OPD 

Penetapan tujuan/konteks Strategis (Entitas) Perangkat 

Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah 

sesuai urusan yang diampunya, sebagai contoh, Dinas 

Kesehatan akan menetapkan tujuan/konteks Strategis 

(Entitas) Perangkat Daerah terkait dengan Urusan Wajib 

Kesehatan (Koordinator). Sedangkan, Dinas Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat akan menetapkan tujuan/konteks 

Strategis (Entitas) Perangkat Daerah terkait dengan Urusan 

Wajib Pekerjaan Umum (Koordinator). 

Langkah penetapan konteks/ tujuan strategis (entitas) 

Perangkat Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut: 

(1) Mendapatkan dan mempelajari Renstra Perangkat 

Daerah, serta data terkait lainnya; 

(2) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama 

Perangkat Daerah terkait dengan urusan wajib/pilihan 

yang diidentifikasi yang mendukung pencapaian tujuan 

strategis yang telah ditetapkan pada penetapan konteks 

strategis Pemerintah Daerah; 

(3) Menetapkan sasaran dan IKU Strategis (entitas) 

Perangkat Daerah yang akan dilakukan penilaian risiko. 

Sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko bisa 

seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan; 

(4) Menuangkan hasil identifikasi, sebagaimana  form 4. 

Tujuan 
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Penetapan konteks/tujuan strategis (entitas) Perangkat 

Daerah juga dilakukan pada Perangkat Daerah terkait yaitu 

RSUD Kota XYZ, DP3AP2KB, dan Dinas Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (sesuai hasil penetapan konteks strategis 

Pemerintah Daerah) 

c) Penetapan Konteks/'Tujuan Operasional Perangkat Daerah 

Ikhtisar penetapan konteks/tujuan operasional Perangkat 

Daerah disajikan sebagai berikut : 

"1111111111111111Pr4  
$.4ernpenNeh 4n1onnav program ke9tolon utarna. tujuan tegraton, aan 
Inalkator ke4ucron untuk top-tap urusan woitip4inon rang chkeloia OW) 
satrap OPD. 

Kalman - Donor tuition logician atom CPO cock tiap-dap =son don intSitaiar 
kskoramw 

PeloirsanoiPinak Terko4 - Kopala OPO 
Urrt Pernik Rail* Tingkal Won 3,4 

- Fatator 

%Cato Podia soot penman RSA -OPD 

Sumner data utomo Reno 

Sumber Oat° ksin CPA OPQ RC* 

Penetapan tujuan/konteks operasional Perangkat Daerah 

dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait 

sesuai urusan yang diampunya. Penetapan tujuan/ konteks 

operasional Perangkat Daerah dalam rangka mendukung 

tujuan strategis Perangkat Daerah. 

Langkah penetapan konteks/tujuan operasional Perangkat 

Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut : 

(1) Mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA Perangkat 

Daerah, serta data terkait lainnya; 

(2) Identifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran terkait 

dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang sudah 

dipilih sebelumnya; 

(3) Menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran yang 

akan dilakukan penilaian risiko. Kegiatan utama yang 

akan dilakukan penilaian risiko pada dasarnya dilakukan 

untuk seluruh kegiatan utama. Namun demikian, 

Perangkat Daerah bisa memilih sebagian 

program/kegiatan/sasaran sesuai dengan visi dan misi 

kepala daerah atau pertimbangan profesional lainnya; 

Tuition 
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(4) Menuangkan hasil identifikasi. 

Sebagai ilustrasi, terkait dengan pelaksanaan Urusan 

Wajib Kesehatan maka penetapan Konteks/Tujuan 

operasional Perangkat Daerah pada Dinas Kesehatan 

adalah sebagai berikut : 

Nama Pemerintah Daerah : 

Periode yang dinilai . 

Urusan Pemerintahan : 

Perangkat Daerah yang Dinilai : 

Sumber Data Renja OPD... 

Tujuan Strategis 

Program OPD... 
(Renja 2020) dan 
Kegiatan Utama 

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 

2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 

Keluaran / Hasil 
Kegiatan 

1  • 

2. 

Informasi Lain - 

Kegiatan, dan 
indikator 
keluaran yang 
akan dilakukan 
penilaian 

risiko 

Kota XYZ, 20XX 

Kepala OPD 

1) Menyiapkan penilaian risiko. 

Sebelum proses penilaian risiko dimulai, beberapa hal perlu 

dipersiapkan terlebih dahulu. Ikhtisar persiapan penilaian risiko 

disajikan sebagai berikut : 



- Penyusunan RPJMD 
- DIrevluidirnutokhkkan seta tahun poda soot penyusuncm KUA/PPAS 
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Now 
Tujuan - Menetapkan kriteria don skala dampak serta kemungkinan risiko 

- Menetapkan skala risiko yang dapot diterima 

Kekiaran : - Skala dampak clan kernungldnan 
- Skala risiko yang dapot diterima 

Pelaksana/Pihok Terkait : - Unit Pemilik Risiko Tingkot Pemerintah Doerah, Eselon 2,3 don 4 
- Fasilitator 

Sumber data utamo  - Pedomon Penilaian Risiko 
- CSAIFGD  

a) Menetapkan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan 

risiko. 

Penetapan skala dampak dan kemungkinan agar mengacu 

kepada pedoman ini, sebagaimana telah disajikan pada 

lampiran Bab II. Selain itu, penetapan kriteria dan skala 

dampak serta kemungkinan dapat ditetapkan melalui FGD. 

b) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima. 

Tingkat risiko dapat ditentukan melalui perhitungan skala 

nilai risiko dan matriks analisis risiko sebagaimana telah 

disajikan pada lampiran Bab II pedoman mi. 

c) Menuangkan kesepakatan yang dihasilkan dalam suatu 

dokumen. 

Semua kesepakatan yang diperoleh agar dituangkan ke dalam 

dokumen. Hash l kesepakatan akan dijadikan acuan dalam 

tahap-tahap berikutnya. 

d) Menyiapkan bahan-bahan 

Untuk mendukung pelaksanaan penilaian risiko, perlu 

dipersiapkan bahan-bahan misalnya bagan alur proses kerja, 

peraturan perundang-undangan, struktur organisasi, hasil 

penilaian atas lingkungan pengendalian, formulir kertas kerja 

penilaian risiko, dan sebagainya. 

b. Identifikasi Risiko 

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian 

tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang 

diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian 

tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah 

pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada 
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tahap identifikasi risiko, selain perriyataan risiko, juga disampaikan 

atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, 

sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan 

(controllable) atau tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh 

pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko. 

Contoh kode risiko yang digunakan dalam pedoman ini 

menggambarkan tingkat risiko, tahun pelaksanaan penilaian risiko, 

jenis urusan, entitas/ Perangkat Daerah yang menilai, dan nomor 

urut risiko di entitas/ Perangkat Daerah. Contoh Kode Risiko 

adalah sebagai berikut : 

Tingkat 

Risiko 

Tahun 

Pelaksanaan 

Penilaian 

Risiko 

Jenis 

Risiko 

Entitas/ 

Perangkat 

Daerah 

yang 

Menilai 

Nomor unit 

risiko di 

Entitas/ 

Perangkat 

Daerah 

Kode 

RSO 19 00 05 01 RS0.19.00.05.01 

RSO = Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis Perangkat Daerah 

19 = Tahun pelaksanaan penilaian risiko adalah 2020 

00 = Kode urusan wajib/pilihan (untuk risiko strategis 

Perangkat Daerah dan Operasional) atau tujuan strategis 

(untuk risiko strategis Pemerintah Daerah). 

05 = Kode Pemerintah Daerah yang menilai (untuk risiko 

strategis Pemerintah Daerah) atau kode Perangkat Daerah 

yang menilai (untuk risiko strategis Perangkat Daerah dan 

Operasional) 

01 = Nomor urut risiko 

Penjelasan pengkodean selengkapnya disajikan sebagaimana form 

5. 

Identifikasi risiko urusan dilakukan sebagai berikut : 

1) Mengenali proses dan tahapan penyelenggaraan pemerintahan/ 

program/ kegiatan / urusan; 

2) Identifikasi kejadian risiko selain mendasarkan pada 

permasalahan yang pernah terjadi dalam setiap tahapan, juga 

mendasarkan kepada kejadian yang mungkin terjadi dan 

menghambat pencapaian tujuan. Teknik Identifikasi risiko 

urusan wajib/pilihan yang digunakan dalam pedoman ini 

menggunakan CSA/FGD. 
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Oleh karena itu, pemilihan peserta CSA/FGD juga agar 

mempertimbangkan kedua hal tersebut di atas. Peserta CSA/FGD 

untuk penilaian risiko tingkat strategis pemerintah daerah adalah 

Kabupaten dan Kepala Perangkat Daerah, peserta CSA/FGD untuk 

penilaian risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah adalah Kepala 

Perangkat Daerah dan Kabag/Kabid Perangkat Daerah, dan peserta 

CSA/FGD tingkat operasional Perangkat Daerah adalah Kepala 

Perangkat Daerah Kabag/ Kabid Perangkat Daerah serta 

Kasubbag/Kasi. Selain itu, dalam CSA/FGD sebaiknya melibatkan 

fasilitator (Tim BPKP, Komite Pengelolaan Risiko, Inspektorat, atau 

pihak lain yang berkompeten) dan pegawai yang bertugas untuk 

mencatat proses pelaksanaan CSA/FGD. 

Sebagai contoh, pelaksanaan CSA identifikasi risiko pada Kota XYZ 

dilakukan sebagai berikut : 

1) Masing-masing peserta menyampaikan risiko-risiko yang dapat 

menghambat pen capaian tujuan/sasaran terpilih; 

2) Risiko-risiko yang disampaikan peserta diketik dan ditampilkan 

pada layar LCD; 

3) Seluruh risiko divalidasi dan dievaluasi bersama-sama peserta; 

4) Menetapkan dan menyepakati risiko sesuai hasil diskusi; 

5) Mendiskusikan dengan peserta atribut-atribut risiko (pemilik 

risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko 

apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat 

dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, 

serta penerima dampak risiko). 

Hasil identifikasi risiko pada Urusan Wajib Kesehatan pada Kota 

XYZ dengan langkah tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Risiko Strategis Pemerintah Daerah 

Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah dilakukan untuk 

mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam 

pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah. 

Tujuan /Sasaran Strategis Pemerintah Daerah yang akan 

dilakukan pengelolaan risiko : Meningkatnya derajat kesehatan 

masyarakat. 

Selanjutnya berdasarkan CSA/FGD telah teridentifikasi Risiko 

Strategis Pemerintah Daerah: 

a) Penerapan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) rendah; 
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b) Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang 

Kesehatan. 

Contoh Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis 

Pemerintah Daerah disajikan pada form 6. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko 

strategis Pemerintah Daerah: 

a) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat merupakan risiko 

yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi 

tanggung jawab Kabupaten / tingkat Pemerintah Daerah 

(misal: peraturan/ monitoring dan lain-lain). 

b) Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung 

jawab Kabupaten, atau hanya bisa dilakukan oleh Kabupaten. 

c) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa potensi 

kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat Pemerintah 

Daerah untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan 

strategis Perangkat Daerah terkait, misal dalam bentuk 

peraturan/keputusan/ SE Kabupaten atau pemantauan oleh 

Kabupaten. 

d) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa faktor-

faktor di luar pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah 

yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis 

Pemerintah Daerah. 

e) Perlu melibatkan Perangkat Daerah yang terkait dengan 

tujuan strategis yang dipilih untuk menjaring permasalahan 

pencapan tujuan strategis/ operasional Perangkat Daerah 

yang memerlukan penanganan/ tindakan oleh Kabupaten. 

f) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa risiko yang 

menurut Kabupaten merupakan risiko yang penting, 

sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh Kabupaten. 

g) Risiko strategis Pemerintah Daerah disetujui/divalidasi 

Kabupaten. 

2) Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah 

Identifikasi Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah dilakukan 

untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam 

pencapaian tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah yang 

terkait dengan tujuan strategis Pemerintah Daerah yang dipilih 

pada tahap penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah. 
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Contoh Formulir kertas kerja Identifikasi Risiko Strategis 

Perangkat Daerah dapat disajikan sebagaimana form 7. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko 

strategis Perangkat Daerah sebagai berikut : 

a) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa risiko yang 

disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung 

jawab kepala Perangkat Daerah (Kebijakan kepala Perangkat 

Daerah /SOP Perangkat Daerah, monitoring kepala 

Perangkat Daerah dll) - Pengendalian yang nantinya 

dirancang merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh 

kepala Perangkat Daerah. 

b) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa potensi 

kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat 

Perangkat Daerah (Kebijakan kepala Perangkat Daerah /SOP 

Perangkat Daerah, monitoring kepala Perangkat Daerah dll) 

untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis 

Perangkat Daerah terkait. 

c) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa faktor-

faktor di luar pencapaian tujuan operasional Perangkat 

Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis 

Perangkat Daerah. 

d) Perlu melibatkan Kabid/pegawai yang terkait dengan tujuan 

strategis Perangkat Daerah yang dipilih untuk menjaring 

permasalahan pencapan tujuan strategis/operasional 

Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/tindakan 

oleh kepala Perangkat Daerah. 

e) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa risiko yang 

menurut kepala Perangkat Daerah merupakan risiko yang 

penting, sehingga diperlukan langkah pengendalia oleh 

kepala Perangkat Daerah. 

f) Risiko strategis Perangkat Daerah disetujui/divalidasi oleh 

Kepala Perangkat Daerah. 

3) Risiko Operasional 

Identifikasi Risiko Operasional dilakukan untuk mengidentifikasi 

kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian 

tujuan kegiatan Perangkat Daerah. 

Contoh Formulir kertas kerja Identifikasi Risiko Operasional 

Perangkat Daerah disajikan sesuai form 8. 
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c. Analisis Risiko 

1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko 

Setelah Risiko urusan wajib/pilihan teridentifikasi dan 

disepakati, langkah berikutnya adalah melakukan analisis risiko 

urusan wajib/ pilihan. 

2) Memvalidasi risiko 

Hasil analisis risiko Tingkat Strategis Pemerintah Daerah 

selanjutnya dikomunikasikan kepada Kepala Daerah, sedangkan 

Tingkat Strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan Operasional 

Perangkat Daerah dikomunikasikan kepada Kepala Perangkat 

Daerah untuk divalidasi dan diputuskan risiko mana yang akan 

diprioritaskan untuk ditangani. Dalam pedoman ini, risiko 

dengan kriteria "sangat tinggi" dan "tinggi" akan diprioritaskan 

untuk ditangani. 

Berdasarkan CSA atas skala dampak dan kemungkinan tersebut diperoleh 

hasil sebagaimana disajikan Matrik Analisis Risiko berikut: 

Urusan Wajib Pelayanan dasar Bidang Kesehatan 
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Nama Pemda : 

Tahun Penilaian • 

Tujuan Strategis : 

Urusan Pemerintahan : 

No Risiko 

Prioritas 

Kode 

Risiko 

Skala 

Risiko 

Pemilik 

Risiko 

Penyebab Dampak 

a b c d e f g 

I Risiko Strategis 

1 

II Risiko Strategis 

Perangkat 

Daerah 1 

1 

III Risiko 

Operasional 

Perangkat 

Daerah 1: 

Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, 

pemerintah daerah diharapkan membangun pengendalian untuk 

menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), 

menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau 

keduanya. 



: Strata.. aeraseinishesseran 
AsnyulunIn IIIPJPAD 
Dinyytuf dinutokhOkan oseop tato.n podo soot ponpownon KVAIPPAS 
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" Polo Pont Plinyuarnan Raman OM 
- Deroyiu/ dmutakfileksa sod*, toton podo soot penyosonan asa-diso 
aparationd OPD 
Pada spat penyusunon REA.‹.0 
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3) Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan 
Ikhtisar EvaWaal Dengtmdmilian yang Ada dan yang MaudAkan 

'1111111111111111/` 
- Mongiclootifituroi poogondolion yang audoh ed.* torboit $orgon nick° yang 

cliprioOtoikOr uotvk gngrt:Caik,0010) 
- Monilci seenkien pengendohol yaw ocia 
- Monp.dortifikoo: oongoodolion yang main dibkeuhicars!ditengurs 

Keluadn - DattOr penge-tdclion yang odc un:uk ^nOsing-frostog reiko pr0nt3S 
unison welitypiNnon 

- Hod' idortiTihosi ponspodollor yova moats dIbutuhoon uim.ilc snatiry 
-noosing loiko priortesuruser walla/paean 

N-laktana/Phak Ye kai: Strom,* Pornerintesh balkwah 
- SakillaSelaku Koctrdlinotor 
- Ur it Porrdik Fisik I ingkat Eselon 2 (Kama CPO/SsPd don roan/(at:id 

ord) 
- raseepter 
Watt." (Matisse)0PD 
- Kopek, OPD 
- one Porno* Risake TirskoT IsOlOn 1,tIOT. 2 
- fasintotor 
Operesionel OPD 
- Kapcsko OPO 

Urn Perniik Rise* rirgine, Eselon 3 don 4 
• Facilitator 

Sumter data utarrro . CSA:r0D 

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian 

kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam 

rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan 

prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. 

Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika : 

a) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, 

namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi; 

b) Prosedur pengendalian belum dilaksanakan; 

c) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas; 

d) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan. 

Tt jucrt 



Strategis Pemerintah Daerah 
- Penyusunan RPJMD 
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- Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada soot penyusunan RKA-OPD 
Operasional OPD 
Pada soot penyusunan RKA-OPD 

Waktu 
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4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) 

lkhtisar Penyusunan RTP 

'411111111111111111111111111111111/.1"` 
- Mengidentifikasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) untuk mengatasi 

kelemahan lingkungan pengendalaian 
• Mengidentifikasi RTP untuk mengatasi risiko pada tingkat strategis 

pemerintah daerah, tingkat strategis (entitas) OPD, clan tingkat operasional 
OPD 

Keluaran - Daftar Rencana Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko 
- Rekapitulasi RTP 

Pelaksana/Pihak Terkait Strategis Pemerintah Daerah 
- Kepala Daerah 
- Sekda selaku kordinator 
- Unit Pengeloala Risiko Pemda (Kepala daerah clan kepala OPD/SKPD) 
- Fasilitator 
Strategis (Entitas) OPD 
- Kepala OPD 
- Unit Pemilik Risiko Tingkat eselon 1 atau 2 (Kepala OPO/SKPO clan Kabag/ 

kabid) 
- Fasilitator (opsional) 
Opera sional OPD 
- Kepala OPD 
- Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 atau 4 OPD 
- Fasilitator (opsional) 

Sumber data utama CSA/FGD 

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk 

membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi 

kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko 

prioritas yang sudah teridentifikasi. 

Langkah kerja penyusunan RTP dapat digambarkan sebagai 

berikut : 
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a) Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan 

Lingkungan Pengendalian. 

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah 

teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian. 

Sebagai contoh, berdasarkan kelemahan lingkungan 

pengendalian intern yang disajikan dalam lampiran form 2, 

selanjutnya disusun Rencana Tindak Perbaikan untuk 

Lingkungan Pengendalian sebagaimana sebagai berikut : 

Nama Pemerintah Daerah : 

Tahun Penilaian  

No. Kondisi 

Lingkungan 

Pengendalian yang 

Kurang Memadai 

Rencana Tindak 

Perbaikan 

Lingkungan 

Pengendalian 

Penanggung 

jawab 

Target Waktu 

Penyelesaian 

a b c d e 

I Penegakan Integritas dan Nilai Etika 

1 

II Komitmen Terhadap Kompetensi 

1 

2 

III Kepemimpinan yang kondusif 

1 

2 

3 

IV Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan 

SDM 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

V Perwujudan Peran APIP yang Efektif 

1 



-37- 

a) Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam 

Rangka Mengatasi Risiko. 

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian 

yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan 

pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan 

respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah 

dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan 

untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan 

dengan tepat. Respon risiko terdiri dan i beberapa pilihan, yaitu: 

(1) Menghindari risiko (avoid) 

Menghindari risiko dilakukan dengan cara tidak memulai 

atau tidak melanjutkan kegiatan yang dapat meningkatkan 

risiko. Penghindaran risiko dapat menjadi tidak tepat jika 

individu atau instansi bersifat menolak risiko. 

Penghindaran risiko secara tidak tepat justru dapat 

meningkatkan signifikansi risiko lainnya atau 

mengakibatkan hilangnya peluang memeroleh manfaat. 

(2) Mengubah/mengurangi kemungkinan munculnya risiko 

(abate) 

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah 

kemungkinan munculnya risiko agar kemungkinan 

terjadinya hash l yang negatif dapat berkurang. Istilah lain 

yang juga digunakan adalah pencegahan (prevention). 

(3) Mengubah/ mengurangi konsekuensi/dampak risiko 

(mitigate) 

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah/ mengurangi 

konsekuensi/dampak risiko agar kerugian menjadi 

berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah 

penanggulangan. 

Abate dan mitigate terkadang disebut dalam satu istilah, 

yaitu mengurangi risiko (reduce). 

(4) Membagi risiko (share) atau mentransfer risiko 

Respon ini melibatkan pihak lain dalam menanggung atau 

berbagi sebagian risiko. Contoh mekanismenya antara lain 

meliputi kontrak-kontrak, asuransi, dan struktur 

organisasi seperti kemitraan dan joint ventures untuk 

menyebarkan tanggungjawab dan kewajiban. Terkait 

dengan pembagian risiko dengan instansi lain, umumnya 

akan terdapat biaya finansial atau manfaat yang timbul, 
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misalnya premi asuransi. Jika risiko dibagi, baik 

keseluruhan maupun sebagian, maka instansi yang 

mentransfer risiko mendapat risiko baru, yaitu instansi 

lain yang memeroleh transfer risiko tersebut tidak dapat 

mengelola risiko itu secara efektif. 

(5) Menerima atau mempertahankan risiko (accept/ retain) 

Setelah risiko diubah atau dibagi, maka akan ada risiko 

tersisa yang dipertahankan. Pada kasus ekstrem, dapat 

terjadi suatu instansi tidak memiliki pilihan respon yang 

lebih baik, selain menerima risiko tersebut. 

RTP tersebut ditetapkan baik untuk Risiko Strategis 

Pemerintah Daerah, Strategis (Entitas) Perangkat Daerah, dan 

Operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi 

Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, 

Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian. 

Sebagai contoh pada penilaian Risiko untuk tujuan strategis 

"Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat" disajikan 

sebagaimana form 10 (kolom g-i), selengkapnya, kegiatan 

pengendalian atas risiko prioritas dan RTP-nya disajikan dalam 

form 10. 

Contoh Rencana Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko 

Nar.la Pemerintah Daerah 
Tahun Penilaum 
Tujuan Strategis 
Urusan Pemerintahan  

: Pernerintah Kabupaten XYZ 
: 2018 
: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat 
: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 

Pernyataan RTs;ka 
,  

Pengendalian 
yang clibangun 

untuk mengatasi 
risiko 

Penanggung 
Jawab  

Target Wakto 
Penyelesalan 

Welke Stamen* pemerinteh 

'Pelayanan kesehatan belum 
mernenuhi SPM Bidong Kesehatan 

Rekrutmen tenago honorer Kepcdo Doerah Triwulan IV 
2019 kesehatan 

Risiko Strategis OPD: Dines 
Kesehatan (2019-2023) 

Sarana pendukung ANC kurang 
memodai 

in Risiko Operasional OPD: Dinas 
Kesehaton (20)9) 

Evaluasi atas Implementasi Kepala Dinas TrivAdon 12019 
SOP Alat Kalibrasi 

EvaluosI atas Implementosi Kepala Dinas Trivoulan II 2019 
Standar Peloyanon 
Puskemas 

Data Ibu hamil miskin yang belum 
memilki jaminon kesehoton 
lainnya dan i kecomaton don 
kelurahan belum ado 

Evaluasi atas Implementasi 
(Permenkes Nomor 3 Tabun 
2019) 

Kepala 13ogion Triwulan I 2019 

Dikaitkan dengan respon risiko, maka pengendalian yang 

dibangun yang dicontohkan pada gambar diatas merupakan 

bentuk dan "mengubah/mengurangi munculnya risiko (abate)". 



Keg!atan Pengenciall - 
an yang dbutuhkan 

Media/Ben- 
tuk Sarana 
Pengomu- 

Penyeda Penerima 
Inforrnast Informasi 

Rencana 
Waktu 

Pelaksanaan 

Realisasi- 
Waktu 

Pelaksanoan 

Keterangan 

Triwulon I 
2019 

Triwulan  
2019 
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b) Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian 

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dan i dua Rencana 

Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan 

lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan 

kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan 

bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama 

atau berhubungan dan kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, 

pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut 

dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan 

pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi 

rencana tindak perbaikan pengendalian. 

c) Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP 

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan 

informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak 

yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan 

menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. 

Contoh form rancangan pengomunikasian pengendalian yang 

dibangun disajikan sebagai berikut : 

Mama Ponerintah Daerah 
Tahun Penitalan 
Tujuan Stride& 
tkusan Pemerintahan 

Contoh PengoMUnlICaStan Pengenclatian Yang Dibangun 

Petnerintah Kabupaten XYZ 
: zoia 
: Mertingkatkan Dersjet Kesehatan Masyarakat 
: Urusan W lb Petayanan Dasar Mang Kosehatan 

1 Rekrutmen tenogo honorer 
kesehoton 

2 Evoluosi Was irnplementosi 
SOP KoNbrosi Alot 

Evoluosi otos implernentosi 
3 Stondor Pelayanan 

Puskemos 

Ropot Saida/ Dinos Kesehoton 
Bappedo EMPSDM 

Rapot/Surat Dinos Stof Dinos 
Edoron Kesehaton kesehotan terkoit 

Ropot/Surot DillOS Stof Dinos 
Eclaron Kesehaton kesehaton terkait 

4 Evoluosi otos implementosi 
(Permenkes Nomor 3 Tohun 
2019) 

Ropot/Surat 
Edoron Dinos 

Kesehoton 

Stof Dinos Triwulon I 
kesehoton terkait 2019 

Contoh selengkapnya bentuk form rancangan pengomunikasian 

pengendalian yang dibangun disajikan dalam form 11. 

d) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi Risiko dan RTP 

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme 

pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa 

risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang 

telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. 

Contoh form rancangan monitoring/ pemantauan risiko dan 

RTP disajikan sebagaimana form 12. 
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3. Kegiatan Pengendalian 

Setelah pemerintah daerah sepakat dengan perbaikan yang akan 

dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, 

langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana 

Tindak Pengendalian. 

Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan 

sebagai berikut : 

a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau 

penyem- purnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dani 

RTP. 

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. 

Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan 

prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan 

dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi: 

1) Mengumpulkan data-data berupa RTP final, peraturan 

perundang- undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur 

operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur 

pengendalian yang akan dibangun; 

2) Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem 

pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat 

membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian 

serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan 

apabila diperlukan. 

3) Membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian; 

4) Melakukan uji coba penerapan pengendalian; 

5) Menyempurnakan rancangan infrastruktur 

berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba; 

6) Menetapkan penerapan infrastuktur pengendalian. 

b. Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, 

instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur 

ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh 

seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. 

4. Informasi dan Komunikasi 

Pemerintah daerah harus memastikan telah terdapat komunikasi 

internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan 

risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses 

penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. 

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, setelah pemerintah 

daerah menyetujui infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan 

pengendalian 
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dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, 

pemerintah daerah perlu mengomunikasikan pengendalian yang 

dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Perangkat 

Daerah, Biro/Bagian Hukum, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. 

Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan 

dipahami oleh semua pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, 

pelaksana kegiatan, masyarakat, APIP, dan sebagainya sesuai rencana 

pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP. 

Contoh pengomunikasian antara lain dalam bentuk : 

a. Surat Edaran dan i pimpinan K/L/D kepada unit kerja atas 

pemberlakuan kebijakan; 

b. Kebijakan di-upload dalam situs resmi pemerintah daerah (antara 

lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang 

berkepentingan; 

c. Sosialisasi/ workshop/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan 

undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto 

pelaksanaan, dst. 

Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian menggunakan 

rancangan pengomunikasian yang sudah dibuat pada tahap 

penyusunan rancangan Informasi dan Komunikasi RTP. Koordinasi 

pengomunikasian dan pencatatan realisasi pengomunikasian 

dilakukan oleh UPR Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian 

terkait RTP atas Risiko Strategis Pemerintah Daerah, dan oleh UPR 

Tingkat Eselon 2 untuk pengomunikasian RTP atas Risiko Strategis 

(Entitas) Perangkat Daerah, dan Risiko Operasional Perangkat 

Daerah. Contoh pencatatan realisasi pengomunikasian disajikan 

sebagai berikut : 

ReaUsasi Pengomunikasian Ptinfiendatian Yang Dlbangun 

Mama Pemerintah Daerah Pernertntah Kabupaten XYZ 
Tahun Penilaian 2018 
Ttquan Strati* Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat 
Urusan Psmorintahan : Urusan Wajlb Palayanan Dasar Mang Kesehatan 

Kegiaton Pengendalt 
on yang dibutunkan 

1 Rebutmen tenago honorer RoPof sekdojeoppe- Dinas Kesehaton 
kesehcrton do BKPSDN1 

2 Evaluzi otos implementasi RapatiStrat Dinas Stof Dinas 
SOP Kalibrosi Mot Edoron Kesehaton kesehotan terkoit 

3 Evaluosi atas implementosi Ropot/Surat Dinas Staf Dinas 
SOP Mat Edaron Kesehaton kesehaton terboit 

4 Evoluosi otos implementosi Ropot/Surol Dinas Stof Dinas 
(Permenkes Noma 3 Tahun (daron Kesehaton kesehatan terkait 
2019) 20I9t 

Triwubn 12019 

Triwulon 1 2019 

Trivrubn 1 2019 

Trivia:1111  
2019 

Februcri 2019 

Februori 2019 

Februori 2019 

Februori 2019 

Toth ciloksonotan & 
citindotionjuli 

Teloh diolcsonoton & 
cfandobonjuti 

Teloh dicisorokon & 
ditindoldoniuti  

Teich rtkicsonokon & 
citindoldaniuti. 
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5. Pemantauan 

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dani 

kepala daerah, Kepala Perangkat Daerah (Pejabat Eselon 2), Kepala 

Bagian/ Kepala Bidang (Pejabat Eselon 3), Kepala Seksi/Kepala Sub 

Bagian (Pejabat Eselon 4) sesuai dengan ruang lingkup dan 

kewenangannya. Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko 

pemerintah daerah oleh Kepala Daerah dapat didelegasikan kepada 

Unit Kepatuhan. Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau 

pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR. Asisten Sekretaris Daerah 

dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada Perangkat Daerah. 

Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan 

risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian 

kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan 

pelaksanaan kegiatan pengendalian. 

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana 

Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan 

mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai 

infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas 

kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa 

pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan 

secara efektif. Pencatatan pemantauan dapat menggunakan form 12 

Rancangan Monitoring dan Evaluasi atas Pengendalian Intern yang 

telah diisi realisasinya (kolom f-g). 

Monitoring dan Evatuasi atas Pingendalian intern (Reatisasi) 

Mama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten XYZ 
Tahun Penitaian : 2018 
Tujuan Strategis : Meningkatkan Demiat Kesehatan Masyarakat 
Unman Pemerintahan : 1Jrusan Wettib Petayanan Dasar Bidang Kesehatan 

Kegtotan Pengendali-
an yang dibutuhkon 

Bentuk/Metacie 
pernantauan 

yang 
diperlukan 

Ponanggung 
jovvab 
pernantauon 

WOktll 
Pelaksanaan 
pernantauan 

Realisas[Waktu 
Peaksanaan 

Keterangan 

Rekrutmen tenago honorer Konfirmasi BuMoan oleh OKtober. OKtober. Monitoring telah 
kesehaton persiapan don 

laporan 
pelaksonaan 
kegiaton 

Kepala Dims 
Kesehatan 
Direktur RSUD 
Triwulanan 

November, 
Desember 

November, 
Desember 

dlaksanakon, 
didokumenta- 
si-kan, don 
ddistribusikan. 

°tell 
inspektorat 

2 ost 

Selain itu, dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang 

telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan 

mengenai kapan risiko terjadi (risk event) dan dampak yang terjadi, 

serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat 

keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan 
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Form pencatatan kapan terjadinya risiko yang teridentifikasi 

menggunakan form 12. 

Pencatatan dilakukan oleh UPR Pemerintah Daerah untuk 

pengomunikasian terkait Risiko Strategis Pemerintah Daerah, dan oleh 

UPR Tingkat Eselon 2, dan 3 terkait dengan Risiko Strategis (Entitas) 

Perangkat Daerah, dan Operasional Perangkat Daerah, dengan cara 

menuliskan realisasi kejadian risiko yang dapat diilustrasikan 

sebagaimana berikut: 

Canton Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Ms** 

Marna Parnarintah Da•rah : Pemerintah Kabupaten XYZ 
Tabun PenBalm : 2018 
Urusan Penterkdahan : UnAsan We" Petayanan Dinar Bidang Kesehatan 

Pongondolion yang 
Torgot 

dit)ongun untuk per iyotosotO 
cnongotosi Ristko 

0 
Per nyotoon 

Re;ik0 
Pononggung 

Jaw° b 

RIslko Strotegls 
Parnerintah Daerah  

I Peloyanan kesehatan 
belum memenuhe 
SPNI Bidong 
Kesehoton 

is RIsiko Strategis OPD: 
Ohm Kesehaton 
(2019-2023) 

1 Sorano pendukung 
ANC kurang 
rnernodol 

lii  Ralik° Operosional 
0120 : Dinas 
Kesehotan (2019) 

I Data Ibu hamil miskin 
yang belum memiliki 
jamlnan kesehotan 
lainnyo doni 
kecomaton don 
kelurohon belum ado  

Evaluosi alas 
Implementosi SOP 
Persalinon 

Evaluasi alas 
Implementasi SOP 
Alot Kolibrosi 

Evaluosi otos 
Implementasi 
Stondor Peloyanon 
Puskemos 

Evaluosi otos 
implementasi 
(Permenkes Nomor 3 
Tohun 2019) 

Walikota Triwulan II 

Kepola Dino* Triwulon II 

Kepolo ()has Triwu1on II 

Kepola Bagion TrIwulan I 

Selain pemantauan yang dilaksanakan oleh pimpinan dalam setiap 

tingkatan, pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat 

dilaksanakan oleh Inspektorat selaku Penanggung jawab Pengawasan 

Pengelolaan Risiko. 
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BAB IV PELAPORAN 

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah 

daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko setidak-

tidaknya berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala 

Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah. 

A. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko 

Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dan i penilaian risiko strategis 

pemerintah daerah, penilaian risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah 

/SKPD, dan penilaian risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil 

Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko. 

Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh UPR disampaikan 

kepada Kabupaten , dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit 

Kepatuhan Internal. 

Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis 

pemerintah daerah perlu dibicarakan dengan Kabupaten dan pihak yang 

terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis 

(entitas) Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah perlu 

dibicarakan dengan Kepala Perangkat Daerah dan pihak yang terkait. 

B. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko oleh UPR 

Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara triwulanan, dan tahunan. 

Pelaporan untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh 

UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat 

Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh 

UPR Tingkat Eselon 2. 

Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut : 

1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi : 

a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan 

yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulanan; 

b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan 

yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan. 

2. Laporan Tingkat Perangkat Daerah, meliputi : 

a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah 

dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap 

Perangkat Daerah Triwulanan; 

b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah 

dan Operasional Perangkat Daerah sesuai dengan urusan yang 

ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Tahunan. 
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3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah Meliputi : 

a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah 
Triwulanan; 

b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah 
Tahunan. 

C. Laporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh unit kepatuhan 
Internal 

Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantuan pengelolaan risiko 
disusum oleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan kepada Kepala 
Daerah dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah. 

pi. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

ttd 

ANANG DIRJO 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

BAMBANG WAHYUSUF, SH 
NIP. 19760904 200501 1 010 



LAMPIRAN II 

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 

NOMOR TAHUN 2022 

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 

KOTAWARINGIN BARAT. 

FORMAT REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN, SIMPULAN 

SURVEI PERSEPSI SERTA LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

1. Form 1 

Ilustrasi Kertas Kerja TabuIasi Kuesioner 

REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN 

INTERN 

CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE) 

NO. PERTANYAAN 

/KUESIONER 

JAWABAN 

RESPONDEN (R) 

SIMPULAN 

KUOSIONER 

CEE R1 R2 R3 R4 R5 R6 Modus 

a b c d 

A. PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA 

MEMADAI 

1 Pegawai mendapatkan 

pesan integritas & nilai 

etika secara rutin dari 

pimpinan instansi 

(Misalnya keteladanan, 

pesan 

moral dll) 

2 Pemerintah Daerah telah 

memiliki aturan perilaku 

(misalnya kode etik, 

pakta integritas, dan 

aturan perilaku pegawai) 

yang telah 

dikomunikasikan kepada 

seluruh pegawai 

3 Telah terdapat fungsi 

khusus di dalam instansi 

yang melayani pengaduan 

masyarakat atas 

67



NO. PERTANYAAN 

/KUESIONER 

JAWABAN 

RESPONDEN (R) 

SIMPULAN 

KUOSIONER 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 Modus CEE 

pelanggaran aturan 

perilaku/kode etik 

4 Pelanggaran 

aturanperilaku/kode etik 

telah ditindaklanjuti 

B KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI 

MEMADAI 

1 Standar kompetensi 

setiap pegawai/posisi 

jabatan telah 

Ditentukan 

2 Pegawai yang kompeten 

telah secara tepat mengisi 

posisi/jabatan 

3 Pemerintah Daerah telah 

memiliki dan menerapkan 

strategi peningkatan 

kompetensi pegawai 

4 1  Terdapat pelatihan terkait 

pengelolaan risiko, baik 

pelatihan khusus 

maupun pelatihan 

terintegrasi secara 

berkala. 

C KEPERUMPINAN YANG KONDUSIF 

1 Pimpinan telah 

menetapkan kebijakan 

pengelolaan risiko yang 

member-ikan kejelasan 

arah pengelolaan risiko 

2 Pimpinan menerapkan 

pengelolaan risiko dan 

pengendalian dalam 

pelaksanaan tugas dan 

pengambilan 

3 Pimpinan membangun 

komunikasi yang baik 

dengan anggota 

organisasi untuk berani 



NO. PERTANYAAN 

/KUESIONER 

JAWABAN 

RESPONDEN (R) 

SIMPULAN 

KUOSIONER 

CEE R1 R2 R3 R4 R5 R6 Modus 

mengungkapkan risiko 

dan secara terbuka 

menerima/ menggali 

pelaporan 

risiko / masalah 

4 Gaya pimpinan dapat 

mendorong pegawai 

untuk meningkatkan 

kinerja 

5 Pimpinan menetapkan 

Sasaran strategis yang 

selaras dengan visi dan 

misi Pemerintah Daerah 

6 Rencana/ sasaran 

strategis Pemerintah 

Daerah telah dijabarkan 

ke dalam sasaran 

Perangkat Daerah dan 

tingkat operasional 

Perangkat Daerah 

7 Rencana strategis dan 

rencana kerja Pemerintah 

Daerah telah menyajikan 

informasi mengenai risiko 

8 Adanya transparansi dan 

ketepatan waktu 

pelaporan pelaksanaan 

peran dan tanggung 

jawab masing-masing 

dalam pengelolaan risiko 

D DAN TANGGUNG JAWAB YANG PENDELEGASIAN WEWENANG 

TEPAT MEMADAI 

1 Kriteria pendelegasian 

wewenang telah 

ditentukan dengan tepat 

2 Pendelegasian wewenang 

dan tanggung jawab 

dilaksanakan secara tepat 

3 Kewenangan direviu 



NO. PERTANYAAN 

/KUESIONER 

JAWABAN 

RESPONDEN (R) 

SIMPULAN 

KUOSIONER 

CEE R1 R2 R3 R4 R5 R6 Modus 

secara periodik 

E PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN KURANG 

YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER MEMADAI 
DAYA MANUSIA 

1 Pemerintah Daerah telah 

memiliki Kebijakan dan 

prosedur pengelolaan 

SDM yang lengkap (sejak 

rekrutmen sampai 

dengan pemberhentian 

pegawai) 

2 Rekruitmen, retensi, 

mutasi, maupun promosi 

pemilihan SDM telah 

dilakukan dengan baik 

3 Insentif pegawai telah 

sesuai dengan tanggung 

jawab dan kinerja 

4 Pemerintah Daerah telah 

menginternalisasi budaya 

sadar risiko 

5 Adanya pemberian 

reward  dan/atau 

punishment  atas 

pengelolaan risiko 

(Misalnya 

mempertimbangkan 

pertanggungjawaban 

pengelolaan risiko dalam 

penilaian kinerja) 

6 Terdapat evaluasi kinerja 

pegawai, dan telah 

dipertimbangkan dalam 

perhitungan penghasilan 

7 Instansi telah 

mengalokasikan anggaran 



NO. PERTANYAAN 

/KUESIONER 

JAWABAN 

RESPONDEN (R) 

SIMPULAN 

KUOSIONER 

CEE R1 R2 R3 R4 R5 R6 Modus 

yang memadai untuk 

pengembangan SDM 

F PERWUJUDAN PERA.N APARAT PENGAWASAN INTERN 

MEMADAI PEMERINTAH YANG EFEKTIF 

1 Inspektorat Daerah 

melakukan reviu atas 

efisiensi/ efektivitas 

pelaksanaan setiap 

urusan/program Secara 

periodik 

2 Inspektorat melakukan 

reviu atas kepatuhan 

hukum dan aturan 

lainnya 

3 Inspektorat memberikan 

layanan fasilitasi 

penerapan pengelolaan 

risiko dan 

penyelenggaraan SPIP 

4 APIP telah melaksanakan 

pengawasan berbasis 

risiko. 

5 Temuan dan 

saran/ rekomendasi 

pengawasan APIP telah 

ditindaklanjuti 

G HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH 

TERKAIT MEMADAI 

1 Hubungan kerja yang 

baik dengan 

instansi/organisasi lain 

yang memiliki keterkaitan 

operasional telah 

terbangun 

2 Hubungan kerja yang 

bail( dengan instansi yang 

terkait atas fungsi 

pengawasan/ peemriksaa 

n (inspektorat, BPKP, dan 



NO. PERTANYAAN 

/KUESIONER 

JAWABAN 

RESPONDEN (R) 

SIMPULAN 

KUOSIONER 

CEE R1 R2 R3 R4 R5 12..LI Modus 

- BPK) telah terbangun - 

Keterangan: 

Kolom c diisi dengan jawaban responden 

Ket Jawaban : 

1 : Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun 

2 : Kurang Se tuj u /Telah dibangun/ diterapkan, akan tetapi belum 

konsisten 

3 : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa 

ditingkatkan 

4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan balk dan 

dapat ditularkan ke organisasi lain 

Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap 

pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian 

Misal : 

kesimpulan tiap pertanyaan: 

"Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan "Kurang 

Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2 kesimpulan 

sub unsur lingkungan pengendalian: 

"Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur 

tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan 

pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai" 



II. Form 2 

SIMPULAN SURVEI PERSEPSI ATAS LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH XYZ 

Nama Pemerintah Daerah : 

Tahun Penilaian . 

No Sub unsur Hasil Reviu Dokumen Hasil Survei 

Persepsi 

Simpulan Penjelasan 

Hasil Uraian Hasil Uraian 

a b c d e f g h 

1 Penegakan 

integritas dan 

nilai etika 

2 Komitmen 

terhadap 

kompetensi 

3 Kepemimpinan 

yang kondusif 

4 Struktur 

organisasi sesuai 

kebutuhan 

5 Pendelegasian 

wewenang dan 

tanggung jawab 

yang tepat 



6 Penyusunan dan 

Penerapan 

Kebijakan yang 

Sehat tentang 

Pembinaan SDM 

7 Perwujudan 

peran APIP yang 

efektif 

8 Hubungan Kerja 

yang Balk 

dengan Instansi 

Pe me rintah 

Terkait 

Keterangan: 

Kolom a diisi dengan nomor urut 

Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian 

Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen 

Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi 

Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi 

Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survey 

persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan professional judgement untuk 

menyimpulkannya 

Kolom h diisi dengan uraian kelemahan 



III. Form 3 

CONTOH PENERAPAN 

PENETAPAN KONTEKS/TTJJUAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH 

Nama Pemerintah Daerah : 

Periode yang dinilai . 

Sumber Data 

Tujuan Strategis 

RPJMD 

Penetapan konteks 

Risiko Strategis 

Pemerintah Daerah 

Nama Dinas Terkait 

Sasaran RPJMD 

IKU Sasaran RPJMD 

Prioritas 

pembangunan dan 

program unggulan 

Tujuan, Sasaran, 

IKU yang akan 

dilakukan 

penilaian risiko 



IV. Form 4 

CONTOH PENERAPAN 

PENETAPAN KONTEKS/TUJUAN STRATEGIS (ENTITAS) PERANGKAT DAERAH 

PADA OPD  

Nama Pemerintah Daerah . • 

Periode yang dinilai . • 

Urusan Pemerintahan . • 

Perangkat Daerah yang Dinilai : 

Peran Perangkat Daerah . 

Sumber Data 

Tujuan Strategis 

Sasaran Strategis 

IKU Renstra 

Perangkat Daerah 

Informasi lain 

Tujuan, 

Sasaran, IKU 

yang akan 

dilakukan 

penilaian risiko 

- 

Kota XYZ,  

Kepala OPD 



V. Form 5 

CONTOH KODE RISIKO 

Tingkat 

Risiko 

Tahun 

Pelaksanaan 

Penilaian 

Risiko 

Jenis 

Risiko 

Entitas/ 

Perangkat 

Daerah 

yang 

Menilai 

Nomor 

urut di 

Entitas/ 

Perangkat 

Daerah 

Kode 

Tingkat Risiko, terdiri dan i 3 huruf sebagai berikut 

RSP Strategis Pemerintah Daerah 

RSO Strategis Perangkat Daerah 

ROO Operasional Perangkat Daerah 

Jenis Risiko menggambarkan urusan Pemerintah Daerah 

sebagai berikut  

terdiri dan i 2 angka 

01 Pendidikan 21 Persandian 

02 Kesehatan 22 Kebudayaan 

03 PU dan Tata Ruang 23 Perpustakaan 

04 Perumahan dan Kawasan Permulciman 24 Kearsipan 

05 Ketentrarnan, Ketertiban Umum, dan Perlindungan 25 Kelautan dan perikanan 

Masyarakat 26 Pariwisata 

06 Sosial 27 Pertanian 

07 Tenaga Kerja 28 Kehutanan/ Perkebunan 

08 Pemberdayaan Perempuan as Pelindungan Anak 29 Energi dan sumber daya mineral 

09 Pangan 30 Perdagangan 

10 Pertanahan 31 Perindustrian 

11 Lingkungan Hidup 32 Transmigrasi 

12 Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 33 Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi 

Administratif 

13 Pemberdayaan masyarakat dan desa 34 Administrasi Kesekretariatan DPRD 

14 Pengendalian penduduk dan keluarga berencana 35 Pembinaan dan Pengawasan 

15 Perhubungan 36 Perencanaan pembangunan, litbang 

16 Komunikasi dan informatika 37 Keuangan dan Pendapatan 

17 KUKM 38 Kepegawaian dan Pengembangan SDM 

18 Penanaman Modal 39 Bencana 

19 Kepemudaan dan olah raga 40 Politik 

20 Statistik 99 Lainnya 



Entitas yang menilai terdiri dan i 2 angka sebagai berikut: 

01 Pemerinta.h Daerah 20 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 

Terpadu Satu Pintu 

02 Sekretariat Daerah 21 Dinas Pariwisata 

03 Sekretariat DPRD 22 Dinas Pemuda dan Olah Raga 

04 Inspektorat Daerah 23 Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan 

Perkebunan 

05 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 24 Dinas Perpustakaan clan kearsipan 

06 Dinas Kesehatan 25 Dinas Perikanan 

07 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 26 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

08 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 27 Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan an Aset 

Daerah 

09 Dinas Sosial 28 Badan Kepegawaian Daerah 

10 Dinas Ketenagakerjaan & Transmigrasi 29 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

11 Dinas Pemberdayaan Perempuan ,Perlindungan Anak 

& Keluarga Beremcana 

30 Badan Pendapatan Daerah 

12 Dinas Ketahanan Pangan 31 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

13 Dinas Lingkungan Hidup 32 RSUD 

14 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 33 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja & Damkar 

15 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 34 Kantor Kecamatan Arut Selatan 

16 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 35 Kantor Kecamatan Arut Utara 

17 Dinas Perhubungan 36 Kantor Kecamatan Kumai 

18 Dinas Komunikasi dan Informatika 37 Kantor Kecamatan Pangkalan Lada 

19 Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi 

Usaha Kecil Menengah 

38 Kantor Kecamatan Pangkalan Banteng 



VI. Form 6 

CONTOH FORMULIR KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH 

Nama Pemerintah Daerah : 

Nama Perangkat Daerah : 

Tahun Penilaian . 

Periode yang dinilai . • 

Urusan Pemerintahan : 

No Tujuan/Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Risiko Sebab 

C/U 

C 

Dampak 

Uraian Kode Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak yang 

Terkena Risiko 

a b c d e f g h i j k 

Tujuan Strategis 

Pemerintah 

Daerah 1: 

Sasaran 



Keterangan 

Kolom a dfisi dengan nomor unit 

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam 

RPJMD/Renstra Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis 

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko Kolom 

e diisi dengan Kode risiko 

Kolom f dilsi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko 

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : 

Man, Money, Method, Machine, dan Material Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal) 

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko 

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko 

bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum 

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjad 



WI. Form 7 

CONTOH FORMULIR KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

Nama Pemerintah Daerah : 

Nama Perangkat Daerah : 

Tahun Penilaian . 

Periode yang dinilai . • 

Tujuan Strategis . • 

• • 

Urusan Pemerintahan 

No Tujuan/Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Risiko Sebab 

C/UC 

Dampak 

Uraian Kode Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak yang 

Terkena Ftisiko 

a b c d e f g h i j k 

1 Tujuan: 

Sasaran Strategis 

Perangkat Daerah: 

, 



VIII. Form 8 

CONTOH FORMULIR KERTAS ICERJA IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH 

Nama Pemerintah daerah : 

Nama Perangkat Daerah . • 

Tahun Penilaian 20XX 

Periode yang dinilai 20XX 

Tujuan Strategis . • 

Perangkat Daerah . • 

Urusan Pemerintahan . • 

No Kegiatan 

Indikator 

Keluaran 

Risiko Sebab*) 

C/UC 

Dampak**) 

Tahap Uraian Kode Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak yang 

Terkena Risiko 

a b c d e f g h i j k I 



IX. Form 9 

FORMULIR HASIL ANALISIS RISIKO 

• Nama Pemda . 

• Tahun Penilaian . 

• Tujuan Strategis . 

• Urusan Pemerintahan . 

No. "Risiko" yang 

Teridentifikasi 

Kode 

Risiko 

Analisis Risiko 

Skala 

Dampaki 

Skala 

Kemungkinan*) 

Skala 

Risiko 

a b c d e f=dxe 

I Risiko Strategis 

1 

2 

II Risiko Strategis 

Perangkat Daerah 1: 

1 

2 

3 

4 

III Risiko Operasional 

Perangkat Daerah 1: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Keterartgan: 

Kolom a diisi dengan nomor urut 

Kolom b diisi dngan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 6a dan 6b 

Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai lampiran 6a dan 6b 

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus 

skala dampak yang diberikan peserta diskusi 

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata- 

rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi 

Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala 

kemungkinan 



X. Form 10 

FORMULIR KERTAS KERJA PENILAIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN MASIH DIBUTUHKAN 

Nama Pemda : 

Tahun Penilaian • 

Tujuan Strategis • 

Urusan Pemerintahan : 

No Risiko Prioritas 

Kode 

Risiko 

Uraian 

Pengendalian 

yang Sudah Ada *) 

Celah 

Pengendalian 

Rencana 

Tindak 

Pengendalian 

Pemilik/ 

Penang-gung 

Jawab 

Target Waktu 

Penyelesaian 

a b c d e f g h 

I Risiko Strategis 

1 

II Risiko Strategis 

1 

III Risiko Operasional 

1 



Keterartgan : 

Kolom a diisi dengan nomor urut 

Kolom b diisi dengan risiko prioritas 

Kolom c diisi dengan kode risiko 

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama 

SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari. 

Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif: 

(1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi, 

(2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat diLaksanakan, 

(3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas, 

(4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya 

Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan 

Kolom g diisi dengan pihak/ unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan 

pengendalian 

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP 



XI. Form 11 

CONTOH PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN 

Nama Pemda : 

Tahun Penilaian : 

Tujuan Strategis • 

Urusan Pemerintahan : 

No. Kegiatan Pengendalian 

yang Dibutuhkan 

Media/Bentuk 

Sarana 

Pengkomunikasian 

Penyedia 

Informasi 

Penerima 

Informasi 

Rencana 

Waktu 

Pelaksanaan 

Realisasi 

Waktu 

Pelaksanaan 

Keterangan 

a b c d e f g h 

1 

2 

3 

4 



Keterangan : 

Kolom a diisi dengan nomor urut 

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan 

Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian 

Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi 

Kolom e diisi dengan Penerima Informasi 

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan 

Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan 

Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan. 



XII. Form 12 

CONTOH RANGCANGAN PEMANTAUAN RISIKO ATAS PENGENDALIAN INTERN 

Nama Pemerintah Daerah . • 
Tahun Penilaian . • 
Tujuan Strategis . • 
Urusan Pemerintahan . • 

No Kegiatan Pengendalian 
yang Dibutuhkan 

Bentuk/Metode 
Pemantauan yang 

Diperlukan 

Penanggung 
Jawab 

Pemantauan 

Rencana 
Waktu 

Pelaksanaan 
Pemantauan 

Realisasi 
Waktu 

Pelaksanaan 
Keterangan 

a b c d e f g 
1 

2 

3 

4 

Keterangan: 
Kolom a diisi dengan nomor urut 
Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan 
Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan 
Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan 
Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan 
Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan 
Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan 

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 
Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM ttd. 

ANANG DIRJO 

BAMBANG WAHYUSUF, SH 
NIP. 19760904 200501 1 010 
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